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Nama 

Program Studi 

Judul 

ABSTRAK 

Pandu Nugroho (0606008393) 

Magister Kenotariatan 
Analisis Yuridis Penandatanganan Akta Notaris Yang Tidak 

Dilakukan Bersama Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris. 

Akta Notaris ada!ah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut 
bentuk dan tala cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasa! 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, 
penghadap dan minimal 2 ( dua) orang saksi harus menandatangani akta segera 
setelah akta dibacakan. Narnun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta 
pertanggungjawahan Notaris terhadap akta y- penandatanganannya tidak 
dilakukan bersama oleb para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode 
penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis--normatif, peneHtian ini 
mengamati dan menganalisa dengan seksarna bahan hukum primer dan sekuader 
guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasa!ahan y- diangkat. Hasil 
penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, 
KUHPidana) telah mengatur halk secara tersirat maupun tersurat tentang 
penandatanganan ak:ta yang harus dilakukan seca.ra bersama-!)arna. Dengan demikian 
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut rnengakibatkan hilangnya otentisitas akta 
Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktiao sebagai akta di bawah tangao dao 
bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada 
Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur da!am Pasal 84 UUJN, Notaris juga 
bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 
dapat dituntut secara ptdana berkenaan dengan keterangan paisu dalam. a.kta tentang 
proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Nota.ris dalam 
melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah 
sepatutnya Notaris secar• perSonal dapat menjaga integritasnya dalam menjalartkan 
fungsi dan tugasnya sehagai Pejahat Publik serta untuk menjamin agar Notaris da!am 

. melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, 
seharusnya Notaris ak:tif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa 
terkecua!i tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yaog dibuat 
terjamin otentisitasnya~ terakhir, Notaris juga sepatutnya mernperhatikan dan 
mengama!kan Asas·asas Umum Pemerintahan yaog baik. 

Kata kunei : Akta otentik, penandatangan bersama, otentisitas akta Notaris~ 
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Name 

Study Program 

Tittle 

ABSTRACf 

Pandu Nugroho (0606008393) 

Magister of Notary 

Juddicial Anaiisys on the Execution of a Notary Deed which is 
not being Conducted Before a Notary by the Parties. 

Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based 
on the fonnat and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary 
(Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and 
minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to 
the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the 
responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted 
by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical· 
nonnative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary 
and secondary Jegal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue 
which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and 
other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, 
whether expressly or tiD:-expressly, that the parties must jointly sign the deed. 
Therefore, as reguiated under Article &4 of the Notary Law, a violation towards such 
provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed 
only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers 
loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary, can also be 
imposed 'With an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights 
and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged 
information regarding the execution process of the deed. ln order to enhance the 
work performance of the Notary to be in Hne 'With the laws and regulations, the 
Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty 
as a Public Officerj and to guarantee that the Notary must, in conducting its function 
and duties in accordance with the prevaHing laws and regulations~ actively provide 
infonnation to all of its client regarding the standard rules on the incorporation of !.he 
deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also 
observing and conducting the General Good Corporate Governance. 

Key Words: Autbeutie Deed, jointly executed, authentically of Notary deed. 
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A. La tar Belakang 

BABl 
PENDAHULUAN 

Akta Notaris, sebagai akta otentik yang dibuat o!eh atau dihadapan Notaris1 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalarn undang-undan&2 merupakan 

sa!eh satu ala! bukti tu!isan yang diakui, baik dalam Kitab Undang-Undang Huknm 

Perdata' (selanjutnya disebut KUH Perdata) maupun dalam Herzein Inlandsch 

Reglement4(selanjutnya disebul HJR) dan sebagai akta otentik, aida Notaris wajib 

memenuhi persyaratan fonnal, yaitu : 

1. dibuat oleh atau dihadapan Notaris; 

2. dibuat di tempat yang termasuk dalam wilayah jabatan Notaris; 

3. n1enggunakan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Pemenuhan persyaratan formal akta Notaris, menjadi indikator apakah suatu akta 

Notarls mempunyai kek:uatan pembuklian sebagai akta otentik ataukah mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan ak:ta tersebut 

menjadi batal demi hukum. 

Suatu akta adalah suatu tuJisan yang ditandat8ngani, dimana memang dengan 

sengaja dibuat untuk dapat dijadlkan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa hukum.5 

------------~ 

I Indonesia, Undang~Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 
Tahun 2004, TLN No. 4432, Penjelasan U1nmu: Notaris merupakan pejabat umum yang berw£l!llng 
unt~k membuat akta otentik sejauh perobuatan ak!a otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat 
umum lainnya. 

2/bfd, Pasall angka 7. 

3 Kitab Undang-Undang Hukum Petdata menyatakan bahwa ada 5 (lima} jenis alat bukti, 
yaitu: l. bukti tulisan, 2. buktl deogan saksi-saksi, 3. pernangkaan~persangkaan, 4. pengakuan dan 5. 
sumpah. Lihat Kitab Undang-Utuiang Hu/.:um Perdata [Bmgerlijk Wetboek]. diterjemahkan olch R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta: PT. Pradnya Paraniita, 2006), Pasal J 866. 

4 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) atau dikenal denga:n sebutao Reglemen Indonesia yang 
dip.erbaharui, juga menyebutkan bahwa terdapat 5 (lirna} jenis alat bukti yang pada intinya sama 
dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perclata, namun untuk bukti tulisan, HIR 
menggunakan istilah bukti dengan surat. Lihat RlB!HlR dengan Penjelasan, diterjemabknn oleh R. 
Soesilo;'(Bogor: Politeia, 1995), Pasa1164. 

5 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 48. 
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Salah satu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa adalah akta otentik. 

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta otentik, yaitu : 

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya 6 

Oleh karena itu, apabila suatu akta hendak memperoleh kekuatan pembuktian 

sebagai akta otentik seperti terdapat pada ak1a Notaris, maka'akta yang bersangkutan 

harus memenuhi persyaratan: 

a. Akta itu hams dibuat "o!eh" (door) atau "dihadapan" (ten overstaan) 

soorang pejabat umum, 

b. Akta itu harus dalam bentuk yang Ielah ditentukan oleh Undang-undang, 

c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.7 

Pegawai atau pejabat umum yang dirnaksud pada ketentuan tersebut salah 

satunya adalah Notaris.8 Dengan demikian. untuk membuat akta otentik seseorang 

haros mempunyai kedudukan sebagai "'pejabat umum".9 

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figure) yang keterangan~ 

keterangannya dapat di.andalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta 

segelnya {capnya) memberi jaminan dan hukti yang kuatj seorang ahli yang tidak 

memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), 

yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat meHndunginya di hari-

6 Kitab Undang-Undang Hukum Petdata, Op.Cit., Pasal. 1868. 

7 O.H.S, J .. umban Tobing, Peraturan Jabat<m Notaris. (Jakarta: Erlangga, 199St), hal. 48. 

8 Indonesia, Undang·Undang Tentang Jabat<in Notaris, UU No. 30: Tahun 2004, LN No.117 
Tahun 2004, TLN, No. 4432, Pasat 1 angka 1 yang betbanyi: Notaris adalah pejabat umum yang 
herw-enang untuk membuat akta otentik dan kewenangan Iainnya sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undanti lnl 

9 R. Soegondo Notodisoerjo, l!ukum Notarlal Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
.1993), hal. 42. Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) dan kewenangannya atau 
kewajibannya ytmg utama adalah membuat akta-atcta otentik, sebagaimana yang dimaksud pada Pasa! 
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdala. 
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hari yang akan datang.lO Pekeljaan seorang Notaris adalah untuk rnencegah 

teljadinya suatu persoalan antara para pihak. Seorang Notaris berusaha 

menyelesaika:n suatu persoalan) sehingga semua pihak merasa puas.1 t 

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta 

tersebut memuat pe<janjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian itu. Jadi apabHa terjadi sengketa antara pihak yang membuat petjanjian, 

maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu 

dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak Jain tidak dapat membuktikan 

sebaliknya, Akta sebagai alat bukti tertulis merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi 

para pihak yang memhuatnya dan mereka bertanggung jawab serta terikat akan isi 

akta tersebut 12 

Menurut R. Subekti1 pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam 

kekuatan, yaitu: 

1. Membuktikan antara para pihak:, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang 

ditu!is dalam a!cta (fonnil), 

2- Membuktikan antara para pihak yang bersangkutnn, babwa sungguh-sungguh 

peristiw.a yang disebutkan da)am akta adalah benar te!ah teljadi 

(materiallrnengikat), 

- 3. Membuktikan tidak saja antan para pihak yang bersangkutan tetapi juga 

kepada pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belab 

pihak sudah menghadap di muka pejabat umum (Notaris) dan menerangkan apa 

yang ditulis dalarn akta tersebut (pembuktian keluar, artinya ialah terhadap 

pihak ketiga atau dunia luar)-" 

10 Tan Thong Kie, Studi Notarial dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cel, 2, (Jakarui: Ichtiar 
Baru Van Hoove, 2000), bal. 162. 

I J Ibid. 

12 Kohar A.ndasatni(a. Nohlrisl, (Bandung: Sumur, 1984}, hal. 47. 

13 R.. Subekti. Op. cit., hal30. 
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Berkaitan dengan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang­

undangan dan!atau dikehendald oleh yang berkepentingan untuk rlinyatakan dalam 

akta, dikenal ada 2 (dua) macam akta Notaris, yaitu : Akta Partij (Parlij Acte) atau 

akta pihak dan yang kedua, Akta Relaas (Ambte/ijke Acte) atau akta pejabat. Akta 

Partij (Parlij Acte) yaitu akta yang dibuat diharlapan Notaris berdasarkan keterangan 

alau cerita dari pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau perbuatan itu 

dikonstantir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa. Akta 

Relaas (Ambtelijke Acte) atau akta pejaba~ yaitu akta yang dibuat oleh Nolaris 

sebagai pejabat umurn yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa 

atau kejadiari yang dilihat, dialami dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri atas 

pemlintaan yang berkepentingan, misalnya berita acara Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dalam perseroan, 

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum> tunduk pada 

peraturan perundang-undangan, yang dalarn hal ini adalah Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tenrnng J abatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) serta unrlang­

undang lain yang terkait Selain UUJN, Notaris juga tunduk pada ketentuan­

ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Notaris yang dikeluarkan oleh 

organ)sasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut IN!). 

Dalam UUJN diuraikan tentang fonnahras-formalitas suatu akta Notaris serta 

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalaukan 

profesinya yang tersebar dalam berbagai pasal. Begitu pun tentang etika yang harus 

dijunjung tinggi oleh Notaris dalam menjalankan profesinya dapat dilihat da.larn 

Kode Etik Notaris yang disepakati dalam Kongres Luar Biasa lkatan Notaris 

Indonesia tanggal 27 Januari 2005, 

Sebagaimana rlisebutkan dalam Pasal l 868 KUH Perdata bahwa akta otentik 

dibuat berdasarkan bentuk yang Ielah ditentukan oleb undang-undang, Demikian 

halnya dengan akta Notaris yang bentuknya telah ditentukan dalarn Pasal 38 UUJN, 

yang terdiri atas: 
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1. Awal akta atau kepala akta1 memuat: 

a. judul akta 

Judul akta merupakan penamaan akta yang berfungsi untuk identifikasi 

seka!igus penggambaran isi dari sebuah akta dan biasa ditutis (semua) 

dalam hurufkapital; 

b. nomor akta 

Penomoran akla Notaris dibuat berurutan dari angka I (satu) dan 

setet1lsnya,. namun kernbali ke angka 1 (satu) Iagi setiap awaf bulan 

berikutnya; 

c, jam1 hari) tanggal, bulan dan tahun; dan 

· d. nama lengka:p dan tempat kedudukan Notaris. 

2. Badan al<ta, memuat 

a. nama lengkap, tempat dan tanggallahir, kewarganegaraan, pekexjaan, 

jabatan, kedridukan. tempat tinggaf para penghadap danlatau orang 

yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

c. lsi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan;dan 

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenaL 

3. Akhir atau penutup akta, memuat: 

a. uraian tentang _pembacaan akta; 

b. uraian tcntang perl.andaranganan dan tempat penandatanganan tttau 

penerjemahan akta hila ada; 

c. nama lengkap, tempat dan tangga[ lahlr, pekerjaan, jab~tan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-liap saksi akta; dan 

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalarn pembuatan 

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan atau penggantian. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akta Notaris merupakan akta 

otentik jika dibuat berdasarkan formalitas-fonnalitas yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua akta yang dibuat 
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oleh Notaris akan serta merta menjadi akta otentik. Bagaimana jika terdapat satu atau 

beberapa formalitas yang disyaratkan oleh uodang-undang tidak terpenuhi dalam 

pembuatan akta oleh Notaris yang berimplikasi kepada otentisitas akta tersebut. 

Bagairnana pertanggungjawaban Notaris, jika ada pihak yang dirugikan secara 

materi[ dan immaterial. Begitupun sebaliknya, bagaimana status keabsahan akta 

tersebut sebagai akta otentik jika terdapat fonnatitas tertentu yang tidak terpenuhi. 

Salah satu formalitas dalarn pembuatan nkta oleh Noteris adalah 

penandatanganan akta oleh pengbadap, saksi dan Notaris, 1"4 dan apa konsekuensinya 

jlka formalitas ini tidak dipenuhi atau dipenuhi tetapi tidak berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Hal ini akan menjadi fokus pembabasan dalam penulisan tesis ini. 

Sebagai ilustrasi terhadap penyjmpangan yang mungk.in terjadi dalam proses 

pembuatan akta khususnya pada saat penandalanganan akta adalah: "terdapat dua 

pihak yakni A (Penghadap A} dan B (Penghadap B) yang hendak membuat Alcta Jual 

Beh dihadapan Notaris X, setelah Penghadap A dan B menyampaikan dan 

menjelaskan keinginannya tersebut serta memperlihatkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan, maka kemudjan Notaris X menkonstantir dan menuan~annya ke dalam 

akta.. Namun sebelum akta ditandatanganij Penghadap B meninggaikan kantor 

Notaris karena adanya suatu keperluan yang mendesak dan akan kembali lagi setelah 

keperluannya dilaksanakan. Penghadap A tidak sabar untuk menunggu Penghadap B 

sehingga disepakati bahwa penandatanganan akta tidak dilakukan bersama oleh 

Penghadap A dan B". Konsekuensi dari kejadian dalam iliustrasi tersebut akan 

dibahas dalarn tesis ini pada baglan selanjutnya, 

B. Pokok-Pokok Permasalahan 

Tesis hukum ini berjudul Analisis Yuridis Penandatanganan Akta 

Notaris Yang Tidak Dilakukan Bersama Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris, 

dimana berdasarkan uraian-uraian dalam Jatar belakang, maka teridentifikasi pokok­

pokok pennasalahan yang dibatasi pada: 

14 Indonesia, Op. Cit .• Pasal J 6 ayat (1) huruf 1. 
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!. Bagaimana Status Keabsahan A.kta Notaris Sebagai A.kta Otentik yang 

Penandatanganannya Tidak Dilakukan Bersama oleh Para Pihak Dihadapan 

Notaris? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris 

Penandatanganannya Tidak Dilaknkan Bersama 

Notaris? 

C. Metodo!ogi Penelitian 

Terhadap A.kta yang 

oleh Para Pihak Dihadapan 

Metodologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam peneiitlan 

dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain 

adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk melaksanakan penelitian 

secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang 

lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Oleh sebab itu, metodologi 

merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian demi 

pengembaugan iJmu pengetahuan. 15 Dalam rnelakukan penelitian ini, penuHs 

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan 

yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, yaitu pendekatan yang 

mengacu kepada peraturan~peratura.n tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan 

hukum 1ainnya, yang disajikan dengan menerangkan, mernperkuat atau menguji dan 

bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada diantara berbagai variabel 

yang diteliti atau menguji ada tidaknya. hubungan tersebut. Data yang dipergunakan 

dalam peneJitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui literatur-Hteratur 

kepustakaan. Sedangkan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi 

kepustakaan yang terdiri dari: Pertama, Bahan hukum primer yaitu antara lain Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, K.itab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang­

Undang Nomor 30 Tabun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Btik Notaris, 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga lkatan Notaris Indonesia ser!a 

peraturan lainnya yang terkait, yang bertujuan mernperoleh ketentuan hukum tentang 

masalah yang akan dibahas, Kedua, Bahan hukum sakunder, antara lain buku-buku 

IS Soetjono Soekanto, Pengantar Penelltian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Penelbit Universitas 
Indonesia, 1986), haL 7, 
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tentang Jabatan Notaris1 Etika Profesi, Hukurn Pembuktian dan Perjanjian, serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu~ Ketiga, Bahan hukum tender, antara lain kamus 

hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masafah yang alcan 

dibahas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan dengan melakukan pengamatan yang mendalam, kemudian menganalisa 

dan mengolah secara kualitatif bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier yang kemudian disajikan secara delaiptif-eksplanatoris. 

D. Sistcmatika Ptnulisan 

Guna memudahkan penyusunan dan pemaharna.n terhadap tesis ini, 

penulis menyajikan suatu sistematika isi secara teratur yang terdiri dari beberapa bab 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab} yaitu: 

BABl 

BABl 

BAB3 

: Bah ini berisi uraia.n mengenai latar belakang, pokok pennasalahan1 

metode peneliti.an, dan sistematika penulisan yang akan mengantar 

pembaca menuju pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. 

: Bah ini menguraikan mengenai pembahasan secara teoritis dengan 

mendeskripsikan peraturan perundang··undangan yang berkenaan 

dengan tanggung jawab dan kewajiban Notaris serta ketentuan­

ketentuan mengenai akta otentik Seiai\futnya diadakan penganalisaan 

berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan dalam peratu.ran 

perundang-undangan guna memecahkan permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

: Pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan mencoba 

memberikan saran-saran yang herkaitan dengan hasil peneHtian. 
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BAB2 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 

2.1 Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian 
1. Hubuugan Perjanjiao Dengan Perikatan 

Sebagaimana telah diator di dalam Pasal 15 ayat (I) UUJN, bahwa Notaris 

berwenang memhuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetepan 

yang diharuskan oleh peratUJ'llll perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik~ maka wewenang 

seorang Notaris adalah menjalankan togas dan fungsi yang berkaitan dengan 

perbuatan, peJjanjian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. 

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan dari; 

1. Peijanjian; 

2. Undang-Undang. 

Menurut R. Subekti, pengertian dari suato perikatan adalah suatu hubungan hukum 

antara 2 (dua) orang atau 2 (pihak) berdasarkan mana pihak yaog satu berhak 

menuotot sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban 

untuk memenubi tuntutan itu.16 Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi, 

baik karena perjanjian maupun hukum. 

Dimunakan perikatan, karena hubungan hukum tersebut mengikat kewajiban~ 

kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dan dapat dipakankan 

pemenuhannya oleh hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak 

dapat dipaksakan pernenuhannya oleh hukum bukan suato perikatan. Oleh karena ito, 

perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuanwketentuan hak dan kewajiban antara 2 

( dua) pihak a tau dapat dikatakan bahwa perjanjilln menimbulkan suato perikatan.17 

Hubungan hukum adalah hubomgan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu 

hak dan kewajiban. Hubungan hukum yaog berdasarkan suato peljanjian adatah 

hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihak, 

sedangkan hubungan hukum karena hukum adalah hubungan hukum yang terjadi 

16 R Subekti,llukum Perjanjian, (Jakarta: Intennasa. 2005}, hal. I, 

17 J. Satrio, Hukum PeryQnjian, (Bandung: Citm Aditya Baldi, 1992). hal. 3, 
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karena undang~undang atau hukum rnenentukan demikian, tanpa perlu adanya 

persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu, 

Perbedaan antara perikatan yang timbul dari perjanjian dan perikatan yang 

timbul berdasarkan undang-undang adalah: Perikatan yang berasal deri perjanjian 

memerlukan kersepakatan agar perikatan itu sah, sedangkan perikatan yang timbul 

berdasarkan undang-undang tidak memerlukan kesepakatan atau persetujuan terlebih 

dahulu. 

Perikatan yang ditimbulkan oleh undang-undang merupakan akibat dari 

perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagai contoh adalah perikatan 

yang diatur dalarn Pasal 1354 KUH Perdata yang disebut dengan nama 

Zaakwaarneming dan pembayaran yang tidak terutang yang diatur dalarn Pasal 1359 

KUH Perdata." 

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga dapat timbul sebagai 

konsekuensi dari perbuatan manusia yang bertentangan dengan huk:um at.au 

Perbuatan Melawan Huknrn Sebagai contoh adalah perikatan yang diatur dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata: 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian it.lt:. 
mengganti kerugian tersebut 

Pengaturan tentang perjanjian !erdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 

yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah st,~atu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi untuk adanya 

suatu perjanjian paling sedikit harus ada 2 (dua) pihak yang berhadap-hadapan dan 

saling memberikan pemyataan yang disepakati satu sama lain. Oleh karena itu, maka 

dapat disimpulkan bahwa untuk adanya perjanjian perlu ada 2 (dua) pihak yang 

sating berhadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum, tindakan hukum 

tersebut tidak lain adalah merupakan perjanjian." 

18 Gunawan Wldjaja. Memahami Prinsip Keterbuko.an Dalam Hukum Perdala, eel. I (Jakarta: 
Raja Orafindo Persada. 2{106), hal. 331. 

19 J, Satrio, Op..Cit., hal S. 
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Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang mengikat 

Akibat hukum dari adanya perikatan adalah para pihak menjadi terikat pada isi 

perjanjian dan juga kepa~tan, kebiasaan dan undang-undang, Hal ini diatur daiam 

Pasal 1338, Pasal 1339, jo Pasal 1340 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad haik (good faith), hal ini diatur da!arn Pasa! 1340 ayat (3) KUH 

Perdata. ltikad baik sangat erat kaitannya dengan kepatutan atau keadilan dan ukuran 

itikad baik ini harus ada pad a para pihak. 

Dalam Yurisprudensi (Arrest HR 9 Februari 1923) disebutkan bahwa: 

Unsur-unsur itikad baik dan kepatutan itu ada bila tidak rnelakukan segala 
sesuatu yang tidak masuk aka!, sedangkan pendapat para ahli lainnya yang 
menganggap itikad baik dapat juga diterjemahkan atau diartikan sebagai 

kejujuran. 20 

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

Suatu perjanjian tidak .hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan. tegas 
dinyatakan didalamnya, tetapi juga wtuk segala sesuatu yang menurut sifat 
petjanjian, diharuskan nlah kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 

Alas dasar unsur-unsur pad a Pasal !339 KUH Perdata dapat diketahui hal-hal 

yang mengikat para pihak dalam peljanjian adalah: 

l. Isi dari perjanjian itu sendiri, 

2. Kapatutan, 

3. Kebiasaan, atau 

4. Undang-undang. 

2. Akibat Hukum Suatu l'erjanjian 

Pexjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang mernbuatnya dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari 

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menuru! undang-undang 

20 Hardijan Rusli, Hukum Pery'anjian JndCfl€$ia dan Common Law. (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993), hal. 119-120. 
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dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut diatur da1am Pasa1 1338 

KUH Perdata. 

Ada 3 (tiga) unsur akibat dari suatu peijanjian yang sah, yaitu: 

1. Ber!aku sebagai undang-undang (Pacta Sunt Servanda) 

Artinya,. perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta 

member! kepastian hukurn kepada pihak-pihak yang rnernbuatnya. Pihak­

pihak: h.arus menaati peraturan itu sama dengan menaati undang~undang. 

Jika ada pihak yang rnelanggar peijanjian yang mereka buat, ia dianggap 

melanggar undang-undang, sehingga dapat dikenai akibat hukurn tertentu 

yaitu sanksi hukurn. Jadi siapa yang rne1anggar perjanjian, ia dapat 

dituntut dan diberi hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang­

undang (peijanjian). 

2. Tidak dapat ditarik lrembali secara sepihak 

Perjanjian itu merupakan persetujuan kedua belah pihak Oleh karena itu 

jika akan ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui kedua belah 

pihak, tet.api apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang 

perjanjlan dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 

3. Pelaksanaan dengan itikad baik (goodfaith) 

Ukuran objektif untuk meni1ai pe1aksanaan peijanjian adalah dengan 

melihat apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-nonna 

kepatutan dan kesusilaan. Norma kepatutan adalah kepantasan. 

kelayakan, keseswrian dan . kecocoka.,. Sedangkan kesusilaan artinya 

kesopanan dan keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat digambarkan, 

bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai ni1ai yang patut, pantas, 

layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab sebagaimana sama~sama 

dikehendaki oleh masing-masing pihak yang beljanji.21 

21 Abdul Kadir Muhammad, Huiwm Perdma Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Baktl, 2000). 
hal. 235. 
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3. Kebebasan Berkontrak dan Batas~Batasnya dalam Suatu Perjanjian 

Dalam Hu~m Perdata yang berlaku di Indonesia~ kcbebasan berkontrak 

dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdala yang menyatakan 

bahwa sernua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang­

urulang bagi mereka yang membualnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah 

kebebasan individu, sebingga yang merupakan titik tolakuya adalah kepentingan 

individu pula. Dengan dernikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu 

memberikan kepadanya kebebnsan untuk berkontrak 

Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara 

dua orang atau lebih Ielah mengikat, sehingga Ielah melahlrkan kewajiban bagi salah 

satu pihak, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau konsensus.22 

Berlak--unya asas konsensualitas menurut hukum peijanjian Indonesia rnemantapkan 

adanya asas kebebasan berkontrak Asas konsensu~litas didasarkan pada ketentuan 

angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan 

dirinya, sedangkan asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH 

Perdata, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya. 

Tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat peljanjian, maka 

perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk 

memberikan kata sepakatnya. Adanya paksaan berarti menunjukkan tidak adanya 

kebebasan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain dengan memberikan pilihan 

kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau 

menolak mengik:atkan diri pada perjanjian dengan aldbat prestasi yang dlinginkan 

tidak terlaksana. 

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat dan 

rnengadakan pexjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepak:atan atau 

perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja1 selarna dan sepanjang prestasi 

terseb_ut bukan sesuatu yang terlarang,23 Pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat 

dan diselenggarakan oleh setiap orang. Menurut hukum perja"njian di Indonesia, 

22 Gunawan Widjaja. Op.Cit., baL 263. 

23 Ibid., hal. 276. 
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seseorang bebas untuk membuat perJanJtan dengan pihak mana pun yang 

dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak 

cakap untuk membuat perjanjian, yaitu diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yakni: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; dan 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 

Setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat 

perjanjian, dengan syarat pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih 

lanjut dalam Pasal 1331 KUH Perdata diatur bahwa jika seseorang membuat 

perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH 

Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selarna tidak dituntut pembatalannya 

oleh pihak yang tidak cakap. Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak 

menentukan bahwa suatu peijanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para 

pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah 

perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau peijanjian dibuat dengan akta di 

bawah tangan atau akta otentik. 

Di dalam KUH Perdata asas kebebasan berkontrak itu tidak bebas mutlak, 

tetapi kebebasan yang dibatasi. Beberapa pembatasan diberikan oleh pasal-pasal 

KUH Perdata terhadap asas ini. Salah satunya adalah seperti yang diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat 

yaitu: 

I. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa perjaryian atau kontrak tidak 

sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak 

yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian, bahwa 

kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh 

kesepakatan pihak lainnya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak 

dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian 

pemyataan kehendak an tara satu orang atau lebih dengan pihak 1ainnya. Yang 

sesuai itu adalah pemyataan, karena kehendak itu tidak dapat dilihat oleh 

orang lain?" 

24 Salim, Hukum Kontrak, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 33. 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditegaskan bahwa kebebasan orang untuk 

membuat perjanjian dibatasi oleh kecal<apannya. Kecakapan bertindak adalah 

kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan 

hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. 

Seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak eakap untuk 

rnembuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat 

peijanjian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang belwn dewasa dan 

orang yang diletakkan dibawah pengampuan, tidak mempunyai kecakapan 

untuk rnembuat pe~janjian. Pasal 108 dan Pasal II 0 KUH Perdata 

menentukan, bahwa istri (wanita yang Ielah bersuami) tidak berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukwn, tanpa bantuan atau bin suaminya. Namun; 

dalam perkembaugannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor I Tahun 

1974 jo. S\lrllt Edanm Mahkamah Agung No. 3/!963b tanggal S Septe!Uber 

1963 yang menyatakan bahwa Pasal l 08 dan Pasal 110 KUH Perdata rersebut 

pada saat ini tidak berlaku. 

3. Suatu hal tertentu 

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian haruslah dapat 

ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pekok perjanjian dan merupakan 

prestasi yang harus dipenuhi daknn suatu peijanjian. Prestasi adalah apa yang 

rnenjadi kewnjiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur." Prestasi itu 

harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang 

diperjanjikan hams cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak 

disebutkan asal dapa! dihitung atau ditetapkan. 

Syarat bahwa prestasi barus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ia!ah 

untuk menetapkan hak dan kewajiban kadua belah pihak, jika timbul 

perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi dirasakan kurang 

jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, rnaka objek 

25 Ibid., haL 34. 
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perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukum perjanjian itu batal demi 

hukum. 

4. Suatu sebab yang halal 

Pasal 1320 jo. Pasall337 KUH Perdata menentukan, bahwa para pihak tidak 

bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh 

undang-undang. Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila 

tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan. Akibat hukwn perjanjian yang berisi sebab yang tidak 

halal ialah perjanjian itu batal demi hukum. 

Keernpat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perja:1jian. Dari 4 

(empat) syarat pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1. Kelompok syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan 

dengan subjeknya, yang terdiri dari: 

a. Kesepakatan. 

b. Kecakapan. 

2. Kelompok syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan 

dengan objeknya, yang terdiri dari: 

a. Hal tertentu. 

b. Sebab yang halal. 

Syarat sclmya perjanjian ini dibagi dalarn 2 (dua) kelompok, di mana terdapat 

perbedaan antara syarat subjektif dengan syarat objektif Dalam hal syarat objektif 

tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan dalam hal 

syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum 

melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau 

mengikat selarna tidak dibatalkan oleh hakim atas perrnintaan pihak yang berhak 
26 

meminta pembatalan itu. 

Alasan yang membedakan antara peiJanJtan yang dapat dimintakan 

pembatalannya dan perjanjian yang batal demi hukum menurut R. Subekti ialah 

bahwa suatu perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu dapat dikatakan 

26 Hardijan Rusli, Op.Cil., hal. 45. 
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bahwa perjanjian yang demikian ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak jelas apa 

yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan te_rsebut dapat seketika 

27 
dilihat oleh hakim. Suatu perjanjiao yang isinya tidak halal tidak boleh dilakokao, 

karena melanggar hukum kesusilaan. Hal ini juga dapat seketika diketahui oleh 

hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban dapat dilihat bahwa perjanjian-perjanjian 

seperti itu harus dicegah. 

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tetap mengikat atau sah, 

sepanjang belum dinyatakan batal oleh hakim atas peiiPJntaan pihak yang tidak 

memenuhi syarat subjektif itu misalnya dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang 

merupakan anak bel urn dewasa (tidak cakap), maka pihak yang meminta pembatalan 

perjanjian itu adalah anak itu sendiri apabila si anak: sudah dewasa atau orang tuanya 

atau walinya. Dalam hal terdapat pihak yang ditaruh dibawah pengampuan, rnaka 

pihak yang meminta pembatalan perjanjian tersebut adalah pengampunya. 

Sedangkan dalarn hal pihak yang memberikan kesepakatan atau persetujuan secara 

tidak bebas, maka pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang memberikan 

kesepakatan secara tidak bebas itu (kesepakatan semu), ya~tu kesepakatan yang 

diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. 

Pembebasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan 

melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 

hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat 

menentukan sekehendak hatinya ldausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian, 

tetapi h<I:Ills didasarkan dan dilaksanak~n dengan itikad baik. Berlakunya asas itikad 
28 

baik bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Perjanjian 

yang didasarkan pada itikad buruk, misalnya penipuan, hal ini mempunyai akibat 

hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, Asil{in 

Kusuma Atmadja menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi 

suatu kontrak, apabila diperlukan, jika isi dan pclaksanaan suatu kontrak 

27 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, bal. 22·23. 

28 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Baldi, 2003), bal. 
17. 
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bertentangan dengan nilal~niiai dalam masyarakat. 29 Dengan demikian as as 

kebebasan berkontrak yang terdapal dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lagi 

bersifal absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hal:im berwenang untuk 

meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihal: dalam suatu 

petjanjian berada dalam keadaan yang tidal: seimbang sedemikian rupa, sehingga 

salah satu pihal: dianggap tidal: bebas menyatakan kehendal:nya. 

Lebih lanjut Asikin Kusuma Atmaja roengatal:an bahwa kebebasan 

berkontral: yang mumiimutlal: karena para pihal: kedudukannya seimbang 

sepenuhnya, praktis tidal: ada. Selalu ada pihak yang lebih lernah dari pihal: yang 

lain. Beliau mengilustrasikan dengan suatu cerita lama yang mengandung moral, 

yang ada kaitannya dengan tafsiran perjanjian. Ada seorang gadis yang orang tuanya 

miskin dan mempunyai hutang yang besar, karena memlnjam uang untuk 

menyekolahkan anak gadis tersebut Kalau hutangnya tidak segera dibayar, maka 

satu-satunya harta berupa rumah dan pekarangannya akan dilelang. Sang penolong 

yang mempunyai kekuasaan ekonomis datang dan mengadakan perjanjian dengan 

orang tua gadts tersebut, bahwa hutang akan dilunasi asal gadis tersebut dikawinkan 

dengan anak lelaki sang penolong. sedangkan anak gadis tersebut telah mempunyai 

tunangan. Kemudian terjadilah perjanjian antara sang penolong dengan orang tua 

yang miskin tersebut. Pendidikan moral yang dapat ditarik dari ilustrasJ ini janganlah 
JO 

mencari kesempatan dalam kesempitan atau jangan menyalahgunakan kesempatan. 

Dalam ilmu hukum, hal tersebut di atas disebut misbruik van omstandigheden 

{penyalahgunaan kesernpatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan 

kesempatan dapat menjadikan cacatnya seseorang dalam menentukan kehendaknya 

untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal 

atau membatalkan suatu petjanjian. Penyalahgunaan kesempatan/keadaan merupakan 

faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan 

antara kedua belah pihak. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah 

adanya kal:nasaan pada salah satu pihal:, yang mengganggu keseimbangan antara 

kedua belah pihal:, sehingga tidak adanya kehendal: yang bebas untuk memberikan 

29 R. Z, Asikin Kusuma Atluaja, Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujwlan Pemeralaan 
Keadilan, (Varia Keadilan), Vol. n. tafnm 1987, 

30lbid. 
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persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan 

(kehendak yang cacat). Menurut Asikin Kusuma Atmadja, yang penting ialah 

menciptakan beberapa pertautan yang rnerupakan dasar bagi hakim untuk menilai 

secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan yang 

disalahgunakan, sehingga mengganggu keseimbangan antara para pihak dan 

membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan 

persetujuan. 

Banyak faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya 

penyalahguaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Jika temyata 

ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenamya tidak masuk akal atau yang 

tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (on redelijke contracts 

voorwaarden atau unfair contracts terms), maka hakim wajib rneneliti apakah terjadi 

penyalahgunaan keadaan atau jika terdapat keadaan dimana nilai dan basil perjanjian 

tersebut sangat tidak seirnbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari 

para pihak, maka dalam hal ini hakirn wajib meneliti, apakah terjadi penyalahgunaan 

keadaan. 

Dengan demikian jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai 

arti yang tidak terbatas, karena dibatasi oleh tanggungjawab para pihak dan 

kewenangan hakimlah untuk menilai isi dari setiap perjanjian. 

2.2 Tinjauan Hukurn Tentang Akta Otentik 
1. Pengertian Akta Otentik 

KUH Perdata mengatur tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan 

dalam suatu perkara adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan­

persangkaan, pengakuan dan sumpah. Walaupun masing-masing bentuk alat bukti 

pada prinsipnya diperlakukan sama secara hukum tetapi alat bukti dengan ty.lisan 

memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, 

pembuat undang-undang menempatkan bukti tulisan pada urutan pertama kemudian 

diikuti oleh alat bukti lainnya yang dapat ditafsirkan secara umum sebagai urutan 

kekuatan pembuktian dari jenis masing-masing alat bukti. 

Keutamaan alat bukti tulisan akan rneningkat kekuatan pembuktiannya 

apabila terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu sebagai tulisan otentik. KUH 
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Perdata membedakan antara "Pernbuktian dengan tulisan yang dibuat secara otentik 

maupun dengan tulisan~tulisan di bawah tangan". Tulisan~tuiisan otentik dan tulisan­

tulisan di bawah tangan i tu yang k~mudian disebut sebagai akta otentik a tau akta di 

bawah tangan. 

Pasat !867 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan-tuHsan otentik maupun dengan tuJisan-tulisan dl bawah 

Iangan. Bukti tutisan dalam perkera perdata adalah merupakan bukti yang utama, 

karena dalam lalu lintas keperdat:aan sering kali orang dengan sengaja menyediakan 

suatu bukti yang dapal dipakai kalau tirnbul suatu perselisihan dan bukti tadi 

Jazimnya a tau biasanya berupa tullsan. 31 Dari hukti berupa tulisan tersebut ada 

'bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang 

akta, Suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani~ dibuat untuk dipakai sebagai 

bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat12 

Unsur penting untuk suatu akta ia1ah kesengajaan untuk menciptakan suatu 

bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. 33 Syarat penandatanganan akta 

tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal I Ordonasi Nomor 29 

Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan­

tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang~orang Indonesia atau yang 

dipersamakan dengan mereka. 

Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan­

tulisan [alnnya. Hat yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatanganannya_ 

Dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap 

kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Diantara surat-surat atau tulisan­

tulisan yang dinamakan akta tadi~ ada satu golongan Jagi yang mempunyai suatu 

kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu akta otentik. 

31 Danva.n Prins~ SJrategi Menyusun dan Menangani Guga1an Perdata, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1998), haL 151. 

32 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, alih bahasa M. Isa Arief, Cet 2, {Jakarta: Intermasa, 
1986), haL 52. 

33 R, Subekti, Hukum Pembuktian, Op,Ctt,, hal. 2?. 
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Pengertian dari <tmembuktikan'' adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalii atau dali1 yang dikemukakan dalarn suatu persengketaan?4 Dari mak:na 

membuktikan tersebut berarti memberikan kepastian kepada hakim, tcntang adanya 

peristiwa-peristiwa tertentu. Hakikatnya, tugas pokok hakim adalah menerima, 

memeriksa. mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya. 35 

Dalam proses sengketa perdata yang berlangsung di muka pengadilan, 

masing-masing pihak memasukkan dalil-dalil yang saling bectentangan. Hakim 

bertugas memeriksa dan menetapkan dalil~dalil manakah yang benar dari masing­

masing pihak yang bersengketa tersebut. Pembuktian tersebut sebenamya merupakan 

suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan-a~ran tentang 

bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan. 

Pengertian dari akta otentik terdapat di dalam hukum pernbuktian yang diatur 

di dalam Buku IV KUH Perdata, mengenai syarat-syarat agar suatu akta berlaku 

sebagai akta otenti~ yaitu diatur di dalam Pasal !868 ( akta otentik adalah suatu akta 

yang di rlalam bentuknya, yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat mana akta dibuatnya). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur untuk dikatakan 

sebagai akta otentik : 

Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalarn bentuk menurut hukum, 

Kedua, bahwa akta Hu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, Jadi untuk 

membuat akta otentik seseorang hams mempunyai kedudukan sebagai "pejabat 

umum". 

Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk 

membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi ak:ta itu harus dibuat ditempat 

yang rnenjadi kewenangan dari pejabat yang membuatnya. 

34 R. Subekti, !Iulrurn Acara Perdata, {Jakarta: Bina Cipta, 1997), bal. 5. 

35 Bambang Sufiyoso, Met ode Penemuan Hukum, Cet 2, (Y ogyakflrta: Ull Press, 2007), hal. 
16. 
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Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan nilai 

pembuk.tian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiaL Dalam hal ini, 

Habib Adjie menguraikannya sebagai berikut:36 

I) Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) 

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk 

membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese ipsa). 

Jika dilihat dari luar (lahiriahnya) sebagai ak:ta otentik serta sesuai dengan aturan 

hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, mak:a akta tersebut 

berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebalikny~ artinya sampai ada yang 

membuktikan bahwa akta tcrsebut bukan akta otentik secara Iahiriah. Dalam hal 

ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. 

Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan 

dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta 

adanya Awal akta (mulai darijudul) sampai dengan akhir akta, maupun parameter 

lain yang ditentukan dalam undang-undang. 

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah akta tersebut harus dilihat apa 

adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang 

lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat 

sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut 

secara lahiriah bukan akta otentik. 

Penyangkalan atau pengingkaran babwa secara lahiriah akta Notaris bukan 

sebagai akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada 

syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus 

dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat 

membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta 

otentik. 

36 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan AdministratifTerhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. 
(Bandung: Replika Aditama., 2009). hal.!70. 
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2) Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht) 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang 

terdapat da[am akta betul-betu[ di!akukan oleh Notaris atau diterangkan oleh 

pihak-pihak yang menghadap pada saat akta dibuat sesuai dengan prosedur yang 

sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tabun, pukul (wuktu) 

menghadap, para pihak yang menghadap, pa.raf dan tandatangan para 

pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilibet, 

disaksikan, dideng"' oleh Notru:is (pada akta pejabat!berita aeara/relaas akta) dan 

mencatatkan keterangan atau pemyataan para pibaklpanghadap (pada akta pihak). 

Jika aspak formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus dibuktikan 

adalah formalitas dari akta, yaitu ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan 

puknl (wuktu) menghadap, ketidakbenaran mereka yang menghadap, serta 

ketidakbenaran apa yang dilibat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Selain itu 

juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pemyataan atau keterangan para 

pihak yang diberikanldisampaikan dibedapan Notaris dan ketidakbenaran 

tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta 

yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta 

tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek fonnal 

dari akta Notaris. Jika tidak marnpu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka 

akta tersebut harus diterima oleh siapapuiL 

Siapa pun boleh melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal 

akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat 

dihadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangka!an tersebut ha.rus 

dilakukan dengan suatu gugatan ke Pangadilan dan penggugat harus dapat 

membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam 

akta yang bersangkutan.'' 

37 Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pemah merasa menghadap Notaris pada hati, 
tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut pada awal aida af.au merasa tanda tangan yang ada 
d&lam akta bukan tanda tangannya Jika hal ini teljadi, yang bmangkut.an berhak rnenggugat Notaris 
dan penggugat harus dapat membuktikan kctidakbenaran aspek formal tersebut. 

23 Universitas Indonesia 

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH UI, 2009



3) Materiil (Materiele Bewijskracht) 

Kepastian tentang materiil suatu akta sangat pentin~ bah'wa apa yang terSebut 

dalam akta merupakan pembuktian yang sab terhadap pihak-pihak yang membuat 

akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada 

pembuktian sebaliknya (tegenbewijls). 

Keter;p1gan atau pemyataan yang dituan-gkanldimuat dalam relaas akta atau 

keterangan para pihak yang diberikan!disampaikan dihadapan Notaris dalam partij 

aktci oleh para pihak: harus dinila! benar. Dengan demikian kebenaran isi alcta 

Notaris mernpunyai kepastian sebagai yang sebenamya (kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya) serta menjadi bukti yang sah bagi para pihak dan para ahli waris serta 

para penerima haknya. 

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, makn yang bersangkutan harus 

dapat membuktikan babwa No':aris tidak menyataknn yang sebenamya dalam akta 

atau para pihak tidak memberikan keterangan yang sebenamya dihadapan Notaris. 

Ketiga aspek tersebut di atas memberikan kesernpumaan bagi akta Notaris 

sebagai a.l.::ta otentik dan siapapun terik.at oleh akta tersebut. KecuaJi jika dapat 

dibuktikan dalarn suatu persidangan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, 

maka akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiann.ya sebagai akta di bawah 

tangan. 

Tentang kekuatan pembuktian akta otentik Rai Wijayan lebih jauh 

menjelaskan bahwa keistimewaan sua!U akta oten~ merupakan suatu bukti yang 

sempuma (volledig bewijs-fu/1 evident) tentang apa yang dimuat di dalamnya. 

Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada haldm sebagai bukti, 

haldm hams menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan 

peristiwa yang sungguh-sungguh telab teljadi dan haldm tidak bolab memerintahkan 

penambahan pembuktian. Segala sesuatu yang dipeljanjikan, dinyatakan di dalarn 

akta itu adalab benar seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak. 

38 Rai Wijaya, MeTtU~Cang Suatu Kontrak. (Jakarta: Kanisiu~ 2003), hal, 13. 
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2. Jenis-Jenis Akta Notaris 

Terdapat 2 (dua) macam jenis akta Notaris, yaitu: 

I. Akta Partij atau Akta Pihak (Partij Acte), yaitu akta yang dibuat dihadapan 

Notaris, artinya, akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para 

pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh 

Notaris untuk dibuatkan aktanya. Contoh akta sewa-menyewa. 

2. Akta Relaas atau Akta Pejabat (Ambelijke Acte), yaitu akta yang dibuat oleh 

Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua 

peristiwa atau kejadian yang dibuat, dialami dan ~isaksikan oleh Notaris sendiri, 

misalnya Berita Acara RUPS.39 

Perbedaan antara Aleta Partij atau Aleta Pihak (Partij Acte) dengan Aleta 

Relaas atau Akta Pejabat (Relaas Acte) adalah: 

a. Akta Partij atau Aleta Pihak (Partij Acte) 

Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, 

dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika penandatanganan 

tidak dilalcukan kecuali atas alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. 

Jika pihak atau para pihak tidak menandatangani ak:ta, maka Notaris akan 

rnencantumkan keterangan tentang alasan tidak ditandatanganinya akta oieh 

pihak a tau para pihak tersebul pada akhir akta (surrogat), misalnya salah satu 

pihak tangan kanannya mengalami patah tulang akibat kecelakaan, sehingga 

tidak dapat menandatangani akta tersebut, mak:a alasan tersebut hams 

dicantumkan oleh Notaris pada akhlr aktanya atau salah. satu pihak tidak 

dapat menulis maka sebagai ganti dari tandatangannya digunak:an cap jempol. 

b. Aleta Relaas atau Akta Pejabat (Relaas Acte) 

Undang-undang tidak mengharuskan para pihak untuk membubuhkan tanda 

tangan pada Aleta Relaas, namun Notaris harus menerangkan dalam alcta 

39 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 51. 
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tentang hal tersebut (apa yang dilihat dan didengar), dengan demikian akta 

tidak akan keh!langan otentisitasnya. 

Perbedaan di alas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian 

sebaliknya terhadap isi akta. Kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat 

digugat, namun dimungkinkan untuk menggugat bahwa akta tersebut palsu. 

Sedangkan pada akta partij atau akta pihak, kebenaran isinya dapat digugat tanpa 

menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan 

oleh para pihak tidak benar. 

Notaris berwenang membuat alat bukti tertulls yang mempunyai kekuatan 

pernbuktian. Para ahli hukum berpendapat, bahwa akta Notaris dapat diterima dalam 

pengadilan sebagai a[at bukti yang rnutlak mengenai isinya, tetapi dapat dla:dakan 

penyangkalan dengan membuktikan sebatiknya bahwa yang diterangkan oleh Notaris 

dalam aktanya (Relaas Acte) atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak 

(Partij Acte) tidak benar. 40 

3. Kewenangan Notaris Me:mbuat Akta Otentik 

Pasall ayat (I) jo Pasall5 ayat (I) UUJN menyebutkan; 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan, peljanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
suatu peraturan perundang~undangan dan!atau dikehendaki oleh yang 
berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris menjarnin 
kebenaran tanggaJnya, menyimpan minutanya dan memberikan grosse, 
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sePanJang pembuatan akta-akta itu 
tidak juga ditugaskan atau dikecualik:an kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Disamping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan 

akta-akta yang dibuat di bawah Iangan serta dapat pula memberikan nasehat atau 

penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalarn 

pembuatan akta yang dilaknkan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akua harus 

terjamin otentisitasnya. Oleh karena itu~ dalam proses pembuatan dan pemenuhan 

pernyaratan pernbuatan a)cta diperlukan tingkat kecermatan yang memadai, Jika 

40 TedjosapuCro Liliana, Malpraktek Notaris Dalam Hukurn Pidana, (Semarang: AgWlg, 
199!), h•l. 4. 
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kecermatan itu diabaikan1 rnaka kemungkinan adanya faktor-faktor yang 

menghilangkan otentisitas akta tersebut semakin tinggi. 

Notaris harus bertindak cermat dalam half a.ntara lain: 

a) Cermat dalam mengenal para penghadap 

Pasa! 39 ayat (2) UUJN menegaskan bahwa para pengahadap harus dikenal 

oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat untuk memberikan.kesaksian di muka pengadilan. 

Notaris d~larn memperoleh keterangan tentang pengenalan itu diharuskan 

untuk dapat memperolebnya dari orang~orang yang dikenalnya dan dapat 

dipercayainya. Notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan atau' 

meminta inforrnasi lainnya. Masih banyak cara lain bagi Notaris untuk 

meyakinkan dirinya bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu 

benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya tercantum datam kartu 

identitasnya maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal 

dalam masyarakat. 

b) Cennat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak 

Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk :rnengutarakan 

maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta, Dalarn 

pra.lcteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada Notaris hanya 

saJah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak 

secara langsung dan rnemiliki kesempatan dalam meluruskan atau 

menyangkal terhadap hal-hat yang dianggap menyimpang atau merugikan 

dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hat yang tidak 

disetujuinya, 

Jika diantara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada 

pihak yang hadir, maka surat kuasa harus menunjnkkan tentang hal-hal yang 

disepakati untnk dibuatkan aklanya. Dengan demikian, Notaris dapat 

mengambil sikap untuk tidak menerirna keinginan, maksud dan tujuan para 

pibak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan 

tujuan pemberl kuasa. 
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Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak 

dimasukkwmya keinginan, mak:sud dan tujuan para penghadap, Jika hal itu 

bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Notaris juga dapat mernberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat di 

antara para pihak dengan memberikan masukan kepada merek:a tentang 

bagaimana seharusnya permasalalm itu ditempatkan didasarkan kepada 

peraturan perundang-undangan. 

c) Cermat dalam penulisan akta. 

Hal ini diatur secara teq>erinci dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 49 

dan Pasal 50 UUJN, dengan sanksi kehilangan otenti.sitas akta yang dibuat 

atau ·hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta. bunga: oleh 

Notaris. Pasal-Pasal tersebut antara fain mengatur tentang: 

1. Pengaturan pernbuatan akta, kecerrnatan dan bahasa, 

2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta jika salah satu dari pihak 

penghadap tidak bersedia mernbubuhkan tandatangan pada akta. 

3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan_ 

d) Cerrnat dalam pendataan, pengarsipan dan laporan. 

Notaris harus cerrr.at da!am penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar~ 

daftar dan refortorium dalam hal Notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat 

sebagai Pejabat Negara danfatau diberhentikan dan pindah wilayah yang 

diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 UUJN. 

NotariS diharuskan membuat daftar akta dibawah tangan yang disahk:an, 

daftar surat dibawab tangan yang dibukakan dan daftar surat lainnya. Selain 

itu Notaris juga harus membuat daftar k/apper untuk akta dibawah tang&n1 

dan dafter akta atau refortorium untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas 

Daerab. Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal: 

a. Meninggal dunia. 

b. Telab berakbir masa jabatannya. 

c. Minta sendiri atau atas permintaan sendiri. 

d, Tldak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan 

tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) 

tabun. 
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e, Diangkat menjadi pejabat negara. 

f. Pindah wilayahjabatan, 

g. Diberhentikan sementara, atau 

h, Diberbentikan dengan tidak honnat 41 

e) Cem1at dalam penyerahan grosse, salinan dan lcutipan. 

Penyerahan suatu grosse akta kepada yang berkepentingan banya boleh 

dHakukan oleh Notaris yang membuat aktanya, meskipun dalam suatu grosse 

akta Ielah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang 

berkepentingan dan untuk apa akta tersebut dibuat Jika terjadi kesalahan 

penyerahan grosse, salinan dan lcutipan kepada pihak yang tidak 

berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak 

tcrjaminnya kerahasiaan atas akta tersebul:, dlmana kerahasiaan tersebut wajib 

dijunjung tinggi oleh Notaris. K.emung.kinan tedadinya pemalsuan dengan 

mengubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atas grosset 

salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Oleh karena itu, minuta harus 

disimpan dengan cermat dan aman. Notaris harus menghindari sejauh 

mungkin suatu perbuatan rnelawan hukum yang dapat merugikan para pihak, 

karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang 

disengaja. 

2.3 Nota tis Sebagai Pejabat Umum 

Istilah Pejabat Umum merupakan tetjemahan -dari istilah Openbare 

Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (seianjutnya 

disebut PJN) dan Pasal 1868 KUH Perdata. Menurut kamus hukum salah satu arti 

dari Ambtenaren adalah pejabat. Dengaa demikian Openbare Ambtenaren ada1ah 

pejabat yang mempunyai tugas yang bertilian dengan kepentingan publik, dalam hal 

ini Notaris. Openbare. Ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang diserahl tugas 

untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. u 

Rumusan tentang Openbare Ambtenaren dalam PJN dan KUH Perdata 

tersebut melengkapi rumusan dalam UUJN dan Ikatan Notaris Indonesia (!Nl) 

41lodonesia, Op.Cit., Pasal62. 

42 Habib Adjie. Op.Cit. hal. 2~27. 
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mengenai Notaris sebagai Openbare Ambtenaren memberikan batasan sebagai 

berikut: 

Notaris adalah setiap orang yang memangku jabatan dan menjalankan tugas 
jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka I jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris.~3 

Rumusan tentang pengertian Notaris dalam UUJN dapat memberikan 

pemahaman yang Iebih jelas. Dengan demikian ketika seseorang ingin mengetahui 

secara Iebih terperinci mengenai tugas, kedudukan dan kewenangan Notaris yang 

bersangkutan dapat menelaah ketentuan yang ada pada UUJN. 

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang oleh rnereka yang 

diberi wewenang oleh aturan hukum. Notaris sebagai Pajabat Umum diberikan 

kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat 

Umum sedang Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat 

disandang pula oleh Pejabat Pembuat Aleta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. 

Menurut Pasal 15 ayat (I) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta 

otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi 

lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai 

Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika 

membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan rnereka tetap 

dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang 

dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan 

Sipil yang membuat dan menandatanganinya tetap berkedudukan sebagai Pegawai 

Negeri. 

43 Ikatan Notaris Indonesia, Keputusan Kongres Luar Biasa, (Bandung, 27 Januari 2005). 
Pasal (I) Angka 4. 
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2.4 Asas-Asas Pelaksanaan Tu.gas Jabatan Notaris 

Dalam Asas-asas Pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikuf:4' 

1) Asas persamalln; 

2) Asas kepercayaan; 

3) Asas kepastian hukum; 

4) Asas kecerrnatan; 

5) Asas pemberian alasan; 

6) Larangan penyalahgunaan wewenang; dan 

7) Larangan bertindak sewenang-wenang. 

Walaupun Notaris tidak berstatus pegawai negeri, akan tetapi sebagai pejabat 

umum (baca: publik) terkait erat dengan pelayanan publik. Balk buruknya kinega · 

Notaris akan memberikan pengarub langsung atau tidak langsung pada pandangan 

masyarakat terhadap pemerintahan negeri ini. 

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan No!Jlris, di!Jlrnbah dengan Asas 

Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai 

asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjahmkan tugas jahatan Notaris 

sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan 

pengerlian untuk kepcntingan Notaris, sebagai berikue5 

a. Asas Persamaan 

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, seldtar tahun 1620, 

kewenangannya terbatas dan hanya melayani golongan penduduk tertcntu atau 

melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak Vereenigde Oost lndische 

Compagnie {VOC). Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Notaris pernah diberi 

kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan Burgerlijke wet Book (BW) dan tanah-tanah yang terdaftar, 

dimana peralihan haknya harus dilakukan dan didaftarkan peda pejabat-pejabat yang 

dL•ebut Pejabat-pejabat Balik Nama (Overschrijving-ambtenaren). 

44 Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Ami"nistratif Terhadap Notaris, Op.Cit, haL 82 

45/bid. 
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Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian 

dari masyarakat Indonesia dan dengan lahimya UUJN semakin meneguhkan institusi 

Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan­

bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan 

lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibeoarkan dilakukan oleh Notaris dalam 

melayani masyarakat, hanya alasan hukurn yang boleft dijadikan dasar ballwa Notaris 

tidak dapat mernberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam 

keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan 

secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN). 

b. Asas Kepere:ayaan 

Jahatan Notaris merupakan jaba!an kepercayaan yang hams selaras dengan 

mereka yang menjalankan tugas jahntan Notaris sebagal orang yang dapat dipercaya. 

Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika temyata 

mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak 

dapat dipercaya. Dalam hal ini antrua Jabatan Notaris dan Pejahntnya (yang 

menjalankan tugas Jahatan Notaris) barus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang 

tidak dapat dipisahkan. 

Salah satu bentuk dari Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka 

Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 

yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai 

dengan sumpabljanji jahatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat 

(I) huruf e UUJN. berkaitan dengan l'asal 16 ayat (I) huruf e UUJN merupakan 

kelengkapan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jahntannya sebagal Kewajiban 

Ingkar (Verschoningsplicht) Notaris. 

Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika 

caJon Notaris disumpah atau mengueapkan janji (bardasarkan agaroa masing-masing) 

sehngai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat 

dalam yang barus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris. 

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahanti, yaitu: 
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1) Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang 

diucapkan berdasark:an agama rnasing-masing) dengan demikia.n artinya segala 

sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan 

dimintai pertanggungjawaban; 

2) Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara 

telah memberi kepercayaan untuk menjaiankan tugas Negara dalam bidang 

Hukum Perdata, yaitu dalarn pembuatan alai bukti berupa akta yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sempuma dan kepada masyarakat yang telab percaya 

babwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akla 

Notaris dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala 

keterangan atau ucapan yang diberikan dthadapan Notaris. 

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpab/janji Notaris ditegaskan 

" .... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan s~ .. \ dan Pasal 16 ayat {1} huruf e UUJN, bahwa Notaris 

berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan surnpah janji jabatan, 

kecuaH undang-undang .menentukan lain". 

Secara wnum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pernbuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang 

bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang 

diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya 

undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi skta 

dan keterangan!pemyataan yang diketllhui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan 

akla yang dimaksud. 

Babwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salab satu 

kewajiban Notaris yang dinyatakan dalam Pasall6 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga 

kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu 

kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan 

atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh 

Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk rnenggugurkan 

kewajiban lngkar tersebut. 
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Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan kewajiban ingkar dapat dilakukan? 

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh 

instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pemyataan atau ketetangan­

keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang Ielah atau pemah dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan. 

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia 

mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pemyataan para pihak yang diperoleh 

dalarn pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkarmya untuk membuka 

rahasia dan memberikan keteranganlpemyataan tersebut kepada pihak yang 

memlntanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (I) huruf e UUJN. Jika ternyata 

Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh 

Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pemyataan 

yang selmrusnya wajib dirahasiakan, sedangkan nndang-undang tidak 

memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada 

pihak yang berwajib dapat diarnbil tindakan terhadap Notaris tersebut. Tindakan 

Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban 

untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris 

dapal rninta dibebaskan dari kewajibaunya nntnk memberikan kesaksian, karena 

jabatannya mennrut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 

ayat (3) KUHPerdata). 

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, 

tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa 

Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau 

pernyataan para pihak yang pemah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan 

dalarn parabuatan akta. 

c. Asas Kepastian Hulrum 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya w(\jib betpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan 

dirunbil untnk kemudian dituangkan dalam akta, bertindak berdasarkan aturan huknm 
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yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat 

dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedornan oleh para 

pihak. 

d. Asas Kecermatan 

Notaris dalarn mengarnbil suatu tindakan harus dipersiapkan dan dldasarkan 

pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti sernua bakti yang diperlihatkan kepada 

Notaris dan mendengarkan keterangan atau pemyataan para pihak wajib dilakukan 

sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan 

penerapan dan Pasal 16 ayat (I) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas 

jabatannya Notaris wajib bertindak seksama. 

Pelaksanaan asas kecennatan wajlb dilakukan dalam pembuatan akta dengan; 

I) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya 

yang diperlihatkan kepada Notaris. 

2) Menanyakan, kemndian mendengarkan dan mencermati keinginan atau 

kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab). 

3) Memeriksa bukti surat yang berkenaan dengan keinginan atau kehendak 

para pihak tersebut. 

4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi 

keinginan atau kehendak para pihak tersebut, 

5) Memenuhl segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti 

pembacaan, penandatanganan1 rnemberikan salinan dan pemberkasan 

untuk minuta. 

6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelakaanaan tugas 

jabatan Notaris. 

e. Asas Pemberian Alasan 

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan 

dan fakta yang mendaktmg akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan haktun 

yang harus dijelaskan kepada para pihak!penghadap. 
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C. Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan 

togas jabatannya. Penyalabgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilalkukan 

oJeh Notaris di luar kewewenangan yang telah ditentukan. Jika Notaris mernbuat 

suatu tindakan di luar kewewenangannya, maka tindak:an Notaris dapat disebut 

sebagai tindakan ~nyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan 

para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang 

bersangkutan dengan kualiflkasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para 

pihak. Para pi.hak yang menderita kerugian dapat rnenuntut penggantian biaya. ganti 

rugi dan bunga kepada Notaris. 

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa 

tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum 

sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus rnempertimbangkan dan melihat 

semua dokumen yang diparlihatkan kepada Notaris. 

Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan 

dapat dituangkan dalarn bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus 

didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pibak. 

h. Asas Proporsionalitas 

Dalam Pasal 16 ayat (I) huruf a UUJN, Notaris dalarn menjalankan tugas 

jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Di samping itu, 

Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para 

pihak yang menghadap Notaris. 

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan 

keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akla Notaris, sehingga 

kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke 

dalam bentuk akla Notaris. 
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i. Asas Profesionalitas 

Dalam Pasal 16 ayat {I) huruf d UUJN, Notaris wajib memberikan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas 

ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

betdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan 

akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. 

2.5 Proses Pembuatan Aida Notaris 

Sebagaimana telab diuraikan di alas ballWa akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris, dilihat dari jenisnya, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : 

I. Parlij Akta disebut juga akta pihak, "' 

2. Relaas Akta disehut juga akta pejabat,47 

Secara umurn proses pembuatan akta Notaris, baik untuk Partij Aleta maupun 

Relaas Ak!a adalab sebagai barikut: L Adanya Permintrum dari Pihak; 2. Persiapan 

Pembuatan Draft Akta Notaris; 3. Menghadap, Pembacaan, Penandatanganan Minuta 

Akta; dan 4, Proses Penyelesaian Minuta Akta dan Penerbitan SaJinan Akta. 

I. Adanya Permintaan dari Pihak 

Lahimya akta Notaris diawali dari adanya kebutuhan warga masyarakat ak:an 

akta otentik; 48 baik karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun 

karena inisiatif pihak (para pihak) dalam membuat akta otentik. 49 

46 Pibak (para pi.hak) datang dihadapan Notaris dan kemudian menyatakan maksud dan 
tujuannya unfuk membuat akta dari perbuatan dan/atau tindakan.. yang kemudian dikonslatir 
(dituliskan) oleh Nolaris ke dalam bentuk aida, dengan detnikian dinamakan akta yang dJOuat 
dihadapan Notaris. Lihat GJI.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), 
Cet 4, {Jakarta: Pencrbil Erlangga, 1996), hal. 51. 

47 Notaris diundang dalam kapasitasnya sebagai pejab&l umum unw.k membuat akta otentik 
(alrta. Nota.ris) yang menguraikan tindakan dan keadaan yang dilillat. disaksikan dan dialami oleh 
Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya. dengan demikian dinamakan akta yang dibuat oleh 
Notarls (sebagai pe.jabat umum). Lihat Ibid. 

48 Kebuhlhan warga ma.syarakat akan akta otentik sangat erat kaiiannya dengan berbagai 
hubungan bisnis, kegialan perusahaan, kegiatan perbankan, pertanabao, sosial dan sebagainya. Lihat 
Indonesia, Op. Cit., Penjelasan U.rnurn, 

49 Akta Notaris merupakan akta otentik yang dihasilkan oleb Not.aris, yang mana Notaris 
berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, petjanjian dan ketetap<m yang 
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Kebutuhan akan akta otentlk menimbulkan adanya permintaan dan penawaran, baik 

dari pemerintah1 perbankant serta dari pribadi perorangan (walk in customer}; 50 yang 

mana setelah pennintaan dan penawaran tersebut disepakati,. Notaris kemudian 

memperSiapkan draft akta sebagaimana dimaksud oleh pihak {para pihak). 

2. PerSiapan Pembuatan Draft Akta Notaris 

Draft akta Notaris " untuk Partij Akta, disesuaikan dengan kehendak pihak 

(para pihak) dan oleh Notaris dilmnstantir dan dituliskan dalam bentuk akta. 

Sedangkan untuk Relaas Akta, Notaris selakn pejabat umum, cukup memperSiapkan 

rliri untuk mengamati keadaan yang akan dilihat, disaksikan dan dialaminya. 

3. Menghadap, Pembacaan dan Penandatanganan Minuta Akta 

Atas draft yang dibuat, untuk Partij Akta, pihak (para pihak) menghadap, 52 

serta dilakukan pembacaan dan penandatanganan minuta akta
53 

yang kesemuanya 

dihadapan 54 dan di tempat wilayahjabatan Notaris, "sedangkan untuk Relaas Akta, 

dilmruskan a!eh p~m~turan perundang~urulangan danfatau yang dlkeht:n.dak:i oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta oleruik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta. 
memberiktm grosse, satinan dan kutipan akta, semuanya iru sepanjang perobuatan akta~akta itu tidak 
juga dirugaskan atau dikecualikan kepada pejaba:t lain atau orang (ain yang ditel.apkan oteh undang­
undang. Lilia! Ibid., Pasal 15. 

50 Pennintaan dan pcnawaran yang datang dari peru:whilan perbankan biasanya dalam bentuk 
surat penawaran kerja a tau disebut ju.r:a offering letter. 

51 Bentuk akta Nofaritl secara singkat memuat : aW"al kata atau kepala a!cta, badan akta dan 
akhir atau penutup ak:ta. Lihat Indonesia, Op. Cil., Pasa! 3&. 

52 Piliak (para piliak) atau penghadap barus memenubi syarai sebagal berikut : a. paling sedik:it 
berumur 18 (delapan beJas) tatum atau telab menikah; b. cakap melakukart petbuatan hukum; dan c. 
pen.gbadap barns dikenal oleh No-taris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 {dua) orang saksi 
~g.maf yang berumur paling sedikit 18 {delapan belas) tahun atau teiah menikah dan cakap 
melakukan perbuatan bukum atau. dipetkenalkan oleh 2 (dua) peoghadep lainn.ya. Uhat Ibid., Pasal39 
ayat (I) dan (2). 

53 Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut dilandatanganl oleh setiap penghadap, saksi dan 
Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangac dengan 
menyebutkanalasatm)'ll. Libatlbid., Pasa144 ayat (f). 

54 Nataris herkewajiban untuk membacakan alcta dihadapan penghadap dengan dibadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang sal<si dan ditandatangani pada saat jtu juga oleh penghadap, saksi dan 
Notaris, serta setiap akta dibaeakan oieh Notaris dihadiri paling sedilcit 2 (dua) orang saksi, kecuali 
pernturan perundang~undanpn menentukan Jain. Lihat Ibid., Pasal 16 ayat (l) huruf l dan Pas.al40 
ayat (1), 

55 Notaris dilaran.g menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Uhat Ibid .• Pas a! J? huruf 
a. 
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tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta kepada pihak (para pihalc), 

babkan tidak diwajibkan bagi pihak (para pihak) tersebut untuk menandatangani 

Rela,;. Akta. 56 

4. Proses Penyelesaian Minuta Akta Dan Penerbitan Salinan Aleta 

Selanjutnya Notaris membubuhkan nomor serta memperbaiki minuta ak:ta 

sesuai dengan renvoi (bilamana ada), 57 kemudian menerbltkan salinan ak.ta, yaitu 

salinan kata demi kata dari seluruh alcta dan pada bagian bawah salinan akta 

tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya", yang _ 

ditandatanganl oleh Notaris diatas materai dan diberi stempel Notaris. 511 

2.6 Persyaratan Formal Akta Notaris 
2.6.1 Unsur-unsur Aida Not:aris 

Keber1akuan akta Notaris yang mempunyai kek:uatan pembuktian sebagai 

alcta otentik. menurut KUHPerdata dan UUJN wajib memenuhJ persyaratan formal 

akla Notaris, yaitu: 

1. dibuat oleh atau dihadapan Notaris; 

2. dibuat ditempat yang termasuk dalam wilayahjabatan Notaris~ 

3. menggunakan atau dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

undang-undang. 

1. Unsur Pejabat Pembuatnya 

Pejabat pembuat akta Notari$ menurut UUJN adalah Notaris, Notaris . 

Pengganti, Notaris Penggantl Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Agar 

56 Terhadap Relaas Akta, antata Jain mengenai be~ita acara, rnaka pihak (para pihak) dapat 
menola.k membububkan tanda tangllllJlYa atau bahkan tidak hadir pada penutupan akta., Nowris 
berkewajiban untuk: menyalabn hal tcrsebut pada akhir akta dengan meogemukakan alasannya dan 
akta tersebut tet.apmerupabn akta to!entik. Lihatlbid,, Pasal46 ayat{l} dan (2). 

$1 Apabila dalam akta petlu dilakukan pencoretan kata, huruf at.au angka, hal tetsebut 
dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapai dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan 
jumlah skis atau angks yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Lihat Ibid .• Pasal SO ayat (I). 

58 Seyogya.nya seorang Nolaris me[akukan pengecekan terlebih dahulu baik terhadap .minuta 
akta maupun salinan akta yang dihasilkannya serta memasiikan bahwa lsi sallnan akta telah sama 
persis dengan isi minuta alcta, 
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seseorang dapat diangkat dan menjalankan jabatan Notaris wajib memenuhi 

persyaratan pengangkatan59 dan pengucapan sumpahljanji Notaris.60 

Ketenluan dalarn KUHPerdata Pasal 1868 menjelaskan lebih spesiftk yaitu 

dengan kalimat, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu, hal mana dapat diterjemahkan sebagai berikut : 

I. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya; 

UUJN Pasal 15 menyatakan bahwa sepanjang pernbuatan akta-akta itu tldak 

juga ditugaskan atau dik:ecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta 

itu dibuat; 

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 52 membuat pengeeualian hahwa 

Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri senditi, 

istrilsuami atau orang Jain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 

Notaris balk karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis 

ketunman lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta 

dalam garis ke samping sarnpai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak 

59 Syarat untuk dapat dian_gkat menjadi Notaris oleh Menteri adalah ; a. Warga Negara 
Indonesia; b. bertakwa kcpada Tuban Yang Maha Esa; c. berusia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) 
rabun dan maksirnal 6S (en~rn puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang sampai dengan 61 (roam 
pu!uh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatrm; d. sehat jasmani dM rohani; e. berijazah 
s:njana hukmn dan Julu.'ID.Il jenjang strata dua k~otariatan; f. telah menjalani magang atau nyata~nyata 
telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan bertutut-turut pada kantor 
Notaris at:as prakarsa sendiri atau alas rekomendasi Organlsasi Notaris setelah Julus strata dua 
kenotariatan; dan g. tl!:lak berstatus sebagai pegawai negeri. pejabat Negara. ?dvokat &!.au tidak sedang 
tnemangku jabatan Iain yang oJeh undang~undang dilarang untuk dirangkap denga.n jabatan Notaris. 
Lihat Ibid., Pasal3~ 

60 Sebelum menjalankan jabatannya, Nntaris wajib mengueapkan sumpaManji menurut 
agamanya dihadapan meoteri atau pejabat yang dihmjuk [paling lambat 2 (dua) bulan sejak kepuhlsan 
pengangkatan sebagai Notaris] yang berbunyi : saya bersumpahlbeljanji, bahwa saya akan patuh dan 
setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancssila dan Undang-Undang Dasar Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 1945, Undang~Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang~undangan 
lainnya; bahwa saya akan menjalankanjabatan say a dengan amanah,jujur, saksama, mandiri dan tidak 
berpihak; bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya 
sesuai dengan kode etik profesi, kehonnatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris; 
bahwa saya aktm rnerahasiakan isl akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
saya; bahwa saya untuk dapat diqkat dalam pelaksanaan jabatan ini, baik secara Jangsung maupun 
tidak !angsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau 
menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. Libat ibid., Pasa14. 
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untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan 

perantaraan kuasa. 

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu; 

Notaris harus dalam koadaan 'alctif ketika waktu pembuatan atau 

penandatanganan akta Notaris, yang artinya Notaris tidak dalam keadaan 

seperti; cuti, berakhimya rnasa jabatan, diberhentikan dengan hormat maupun 

dengan tidak honnat. 

2. Unsur Tempat Wilayah Pembuatannya 

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; 61 

sedangkan wi~aYah jabatan Notaris meHputi provinsi dari tempat kedudukannya. 62 

Pembuatan (penandatanganan) akta Notaris wajih dilakakan ditempat yang tennasuk 

kedalarn wilayah jabatan Notaris, namun Notaris tidak berwenang secara teratur 

menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. 63 

3. Unsur Bentuk dan Tata Cara Pembuatannya 

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris, dijelaskan baik secara langswtg 

maupun tidak langsung dalam UUJN khususnya Bab ill dan VII. 

2.6.2 Bentuk Akta Nots.ris 

Bentuk akta Notaris berdasarkan UUJN. terdiri atas: 

I. awal akta atau kepala akta, memuat: 

a. judul akta 

61 Notaris wajib mempunyai hanya: satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Llhat Ibid., 
Pasal19 ayat (1). 

62 Misalkan tempat kedudukan Notaris ada di Jakarta Selatan, maka wilayah jabatannya 
meliputi selurull wilayah provinsi DKI Jakarta, karenanya Notarls berwenang untuk membuat dan 
menaodatangani akta Notaris tennasuk di Jalmrta Ba.rnt, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta 
Pusat., serta Kepulauan Seribu, contob: tempat kedudukan Notaris ada di Depok, maka wilayah 
jabatannya meliputi selwuh wilayah provinsi Jawa Barat, karenanya Notaris berwenang untuk 
membuat dan menandatangani akta Notaris antara lain di Cibinong, Bog or, Bandung dan seterusnya. 

63 Pembuatan (penandatanganan) ala.a Notaris boleh dilakukan di !uar tempat kedudukan 
Notarls nnmun masih termasuk dalam wilayah Jabatan Notaris, namun. sedapat-dapatnya 
dilangsungkan di kantor Notaris, kecuali untuk pembuatan akta-akta tertentu. Lihat indonesia, Op. 
Cii., Pasal J9 ayat {2} jo Penjelasan. 
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Judul alcta merupakan penamaan akta yang berfungsi untuk identifikasi 

sekallgus penggembaran isi dari sebuah akta dan biasa ditulis (semua) 

dalam hurufkapital; 

b. nomor aida 

Penomoran akta Notaris dibuat berurutan dari angka 1 (satu) dan 

seterusnya, namun kembali ke angka I (satu) lagi setiap awal bulan 

berik:urnya; 64 

c. jam, hari, tanggal, bulan d:i11 tahun; 65 dan 

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

2. badan akta, memuat: 

a. nama lengkap, tempat dan tanggallahir, kewarganegaraan, pekeljaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang 

yang mereka wakili; 66 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; dan 

d. nama lengkap. tempat dan tanggal lahir, serta peketjaan1 jahatan, 

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenaL 61 

3. akhir atau penutup akta, memuat 

a. uraian tentang pembacaan ak:ta; 68 

64 Terdapat pengecualian yaitu untuk. akfa Keterangan Hak Mewaris (merup3kau akla yang 
dibuat oleh Notaris berrlasarkan Akta Pemyalaan) yang penomoran.nya adalah berurutan dari qka 1 
(satu) sejak seseorang menjadi Notaris sampai dengan pensiunnya Notaris tersebut. dengao penulisan 
berupa angka garis miring tahuo, oontoh : 10/2008, artlnya merupakan Akta Keterangan Hak Mewaris 
yang k:e 10 (seputuh) ytmg dibuat oleh Notaris dan ilia tersebut dibualnya pada tahun 200S. 

65 Dalam pmktik. urutan penulisannya adalah : hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul (jam}. 

66 Bilatuana tempat penandatanganan akta Notaris tidak sama dengan tempat l<::edudukan 
pihak/penghadap, maka di bawah uraian pihaklpenghadap tersebut ditamba:bkan kalimat '"untuk 
sementara ini berada d.i ..... "; waian mcngenai pibaWpenghadap biasa disebut sebagai komparisi 
(kompanu>). 

67 Penghadap harus dikena! atau diperkenalkan kepada Notatis oleh 2 (dua) orang saksi 
pengcnal berotnu.r paling sedikit 18 (delapan belas) tahun l'!tau telah menikah dan cakap :rnelakuk.an 
perbuatan hukum alan diperkena1kan oleh 2 (dua) penghadap Iainnya; peogewlan tersebut dinyataka 
seeara tegas dalam akta. Libat Indonesia., Op. Cit., Pasaf 39 ayat (2) dan (3)" 

68 Notaris membaeakan akta dihadapan penghap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 
orang saksi; kecuali jika penghadap menghendaki a.,<>ar akta tidak dibac:akan karena penghadap telah 
membaca sendiri, mengetahu! dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan 
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b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta bila ada; 69 

c. nama lengkap, tempat dan ta.nggal lahir, pekerjaan~ jabatan, 

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap sakSi akta; 10 dan 

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan 

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan atau penggandan. 11 

2. 7 Penandatanganan Akta 

1. Tempat Penandatanganan Akta 

Penandatanganao suatu akta Notaris harus dilakukan sesuai tempat atau 

keduduka.' dan wilayah ke!ja Notaris, sebagairnana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 

(I) dan (2) UUJN, yang berbunyi: 

(1) Notaris mempunyai temp at kedudukan di daerah kabupaten a tau kota1 

(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi 

dari tempat kedudukannya. 

Apabila penandatanganan di!akukan diluar kedudukan dan wilayah Notaris, 

maka alcta tersebut hanya mempunyai kekuatan pemhuktian sebagai akta di bawah 

tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi 

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan 

bunga kepada Notaris yang diajukan di Pengadilan. 

Penandatanganan akta Notaris merupakan suatu keharusan sebagai tanda 

persetujuan dati para penghadap dan merupa.kan syarat formal otentisitas akta notaris 

dalam penutup akta serta pada setiap bahman minuta akta diparaf oleh pengbadap, saksi dan No!acis. 
Lihat.Ibid., Pasa116 ayat (I) hurufdan ayat (7), 

69 Dalam hal penghadap tidak tnengerti. bahasa yang cliguoakan dalam aida. Notaris wajib 
menerjenu!hk.an atau menjelaskan isi ak1.a itu dalam baha.sa yang dimengerti oleb penghadap; atau 
diterjetntthbn atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi, Lihat lbid., Pasa143 ayat (2), 

70 Saksi pada alda Notaris harus meme11uhi persyaratan sebagaimana dimaksud daiam 
Undang-Undang Jabatan Notaris. Libatlbid., Pasal40 ayat (2). 

71 Perubahan alas aida berupa penambahan, penggantian atau pencoretan daiam alda hanya 
sah apabila perubahan tersebut dipataf atau diberi tanda peogesaban Jain oleh pengbadap, saks.i dan 
Notaris serta pada penutup setiap akta dinyataka.n jum!ab perubahan, peneoretan dan penambahan. 
Libatlbid,, Pasa14S ayat (2), dan Pasal50 ayat (4). 
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tersebul. Hanya akta-akta tertentu yang tidak diharuskan untuk ditandatangani oleh 

penghadapl misalnya akta rela~s. Hal ini menandakan bahwa para penghadap telah 

menyetujui apa yeng terdapat atau yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu 

para penghadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan hams rnempunyai arti sebagai 
12 

melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis. 

Sebelum para penghadap menandatangani akta, terlebih dahulu Notaris 

diwajibkan membacakan dan menjelaskan isi dari akta tersebut dengan maksud agar 

dapat diketalmi jika terdapat kejanggalan atau salah satu penghadap keberatan atau 

tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan penghadap lainnya, dimana hal 

tersebut dapat langsung dirubah (di renvoi pada sisi akta) oleh Notaris sesuai dengan 

- keinginan para penghadap. Setelah Notaris membacakan dan menjelaskan akta dan 

para penghadap serta saksi-saksi Ielah mengerti akan maksud dari akla itu, barulah 

para penghadap dan saksi-saksi membububkan tanda tangan pada minuta akta 

tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Notaris. 

2. Saat Penandatanganan Akta 

Penandatanganan suatu akta tidak dapal dilakukan pada hari yang berlainan. 

Pasal 44 ayat (1) UUJN dinyatakan dengan tegas bahwa segera setelah akta 

dibacakan~ akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap~ sak:s:i~saksi dan 

Notaris. 

3. Temp at Tandatangan Dibubuhkan 

Penandalanganan suatu akta dibubuhkan di bawah akta. Apabila pada 

halaman akta yang bersangkalan tidak eukup tempat untuk membubuhkan tanda. 

tangan1 misalnya oleh karena banyaknya penghadap atau karena ruang kosong bagian 

bawah akta sangat sempit, maka pembubuhan Ianda Iangan dapat dilakukan di 

halaman berikutnya. Hal ini tidak menyalahi ketentuan dalam UUJN. Tanda Iangan 

harus dibubuhkan di bawah akta, karena seseorang menerangkan dan menyatakan 

apa yang ada di alas tanda tangannya dan bukan apa yang ada di bawahnya. Dengan 

72 No!aris wajib mempunyai .caplstempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia 
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatao dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan, serta .secara teknis dapat di!ihat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
RepubJik Indonesia Nomor : M.02.HT.O:t lO lahun 2001 Tentang Bentuk dan Ukutan Cap/Stempel 
Notaris. 
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demikian, terlebih dahulu diselesaikan isi dari akta itu kemudian dilakukan 

penandatanganan. 

Oleh karena itu, terdapat pengecualian terhadap apa yang telah diuraikan di 

atas, yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal45 ayat (!)dan (2) UUJN yang 

berbunyi: 

(!) Dalam hal Penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu 

dari suatu akta, hanya bagian akta tertentu yang dibacakan kepadanya, 

(2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diteijemahkan 

atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada 

bagian tersebut 

Dalam hal ini tanda Iangan dari penghadap dibubuhkan di sudut lciri akta. 

Pembacaan dan penanrlatanganan itu hams dtnyatakan dengan tegas sebagaimana 

juga halnya dengan persyaratan yang berlaku bagi pembacaan seluruh isi ak:ta yang 

hams dinyatakan pada bagian penutup dari akta itu. 

4. Urutan Penandatangan Akta 

Undang-undang tidak secara tegas menetapkan urutan penandatanganan akta. 

Akan tetapi, apabila diperhatikan dalam UUJN maka dapat dilihat adanya suatu 

urutan penandatanganan akta yang logis. Pertama kali yang harus menandatangani 

akta ialah para penghadap, kemudian para saksi dan yang terakhir Notaris. 

Penandatanganan akta mengandung arti memberikan keterangan dan 

pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu. Notaris 

harus menyakaikan bahwa akta itu dita~datangani oleh para penghadap, sakai-saksi 

dan oleh Notaris sendiri. Telab menjadi suatu kebiasaan, bahwa Notaris 

menandatangani alcta itu paling akhir. Hal ini berarti bahwa dengan penandatanganan 

akta Notaris mak:a akta itu menjadi suatu akta otentik yang lengkap. Para saksi 

dengan membubnhkan tanda Iangan mereka di ams akta itu berarti telah memberikan 

kesaksian1 bahwa saksi-saksi hadir pada saat p-enandatanganan dilak11kan sesuai 

dengan ketentuan yang telah diatur olen UUJN. 

Seorang penghadap dan saksi-saksi diperbolehkan menandatangani akta 

Notaris dcngan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN 

sebagai berikut: 
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1. Penghadap harus memenuhi syarat: 

a. Paling sedikit penghadap harus berumur 18 (de1apan be1as) tahun, atau 

telah menikah, 

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

2, Saksi-saksi harus memenuhi syarat: 

a. Paling sedikit saksi harus berumur 18 (delapan belas) tahun, atau Ielah 

menikah1 

b. Cakap mela1.'ukan perbuatan hu1-um, 

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, 

d. Dapat membububkan tanda Iangan dan paraf, 

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis 

lurus ke atas dan ke ba,~lah tanpa adanya perbatasan derajat ketiga dengan 

Notaris atau para pihak. 

Pe.-syaratan tersebut ditentukan oleh UUJN. Apabila hal tersebut di atas tidak 

diindahkan oleb soorang Notaris, maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai ak;ta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal 

derni hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk 

menu.ntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

5~ Pengganti Tanda Tangan 

Penghadap diharuskan membubu!lkan tanda Iangan pada akta Notaris yang 

tennasuk dalam akta partij. Apabil? penghadap tidak dapat membubuhkan 

tandatanga.."Ulya, maka tanda tangan tersebut dapat diganti dengan surrogat atau 

keterangan dari para penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak dapat 

membubuhkan tanda tangan disertai alasannya yang dapat diganti dengan cara lain~ 

seperti cap jempol dan keterangan (surrogal) tersebut harus dinyatakan secara tegas 

pada bagian akbir akta. Misalnya, "oleh karena penghadap Tuan A tidak dapat 

menandalangani akta ini dikarenakan kedua tangannya mengalami kelumpuhan 

akibat penyalcit yang dialaminya." maka keterangan-keterangan tersebut merupakan 

pengganti tanda tangan dari penghadap bersangkutan. Hal ini membuka jalan bagi 

orang-orang yang buta huruf atau orang~orang yang karena kecelakaan atau sebab­

sebab lain tidak dapat membubuhkan tandalangannya di atas akta, agar mereka ~uga 
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dapat membuat akta partij (partij acte) dihadapan Notaris. Keharusan 

penandatanganan akta dan/atau surrogat oleh para penghadap diatur dalam Pasal 44 

ayat (1), (2), dan (4) UUJN. 

6. Keharusan Pemberitahuan Tentang Adanya Penandatanganan Pada 
Penutup Akta 

Dilakukannya penandatanganan akta harus diberitahukan oleh Notaris pada 

penutup alda. PmrJJeritahuan ini adalah keterangan dari seorang Notaris sebagai 

pejabat umum. Ketentuan perundang-undangan mengharuskan bahwa para 

pa.nghadap harus dikenal oleh Notaris, dimana Notaris menerangkan bahwa ia 

mengenal penghadap dan sehubungan dengan itu menerangkan bahwa tanda tangan 

yang bersangkutan dibuhuhkan oleh penghadap. 

2.8 Penyimpangan dan Permasalahan Dlllam Proses Pembuatan Akta Nota.ris 

Pada hagian di atas telah dibahas mengenai proses pembuatan akta Notaris 

yang secara umum diawali dengan adanya pennintaan dari para pihak, persiapan 

pembuatan draft akta Notaris~ menghadap, pemb:acaan, penandatanganan minuta akta 

dan diakhiri dengan proses penyelesaian Minuta Akta dan pencrbitan Salinan Akta. 

Juga telah dibahas mengenai pcrsyaratan formal akta Notarls dengan ketiga unsurnya 

yaitu unsur pejabat pembuatnya, unsur tempat wilayah pembuatannya, serta unsur 

bentuk dan tata cara pembuatannya, sedangkan proses pembuatan akta Notaris 

sendiri sebenamya merupakan pemenuhan persyaratan formal akta Notsris~ maka 

karenanya terkait dengan penyimpSngan dart permasalahan da)am proses pembuatan 

aJ..-ta No!aris yang dapat diuraikan dalam 3 (tiga) fase, yaitu : 

I. Sebelum Penandatanganan Akta, 

2. Pada saat Penandatanganan Akta, dan 

3. Sesudah Penandatanganan Akla. 

1. Sebelum Penandatanganan Akta 

Masa sebelum penandatanganan akta merupakan masa persiapan drafl alcta, 

pada saat persiapan drafl akta, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi peraoalan, yaitu: 
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" 1. Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan draft akta; 

Beberapa hal penyebabnya antara lain: 

a. Transakasi yang harus dilaksanakan segera; 

b. Pennintaan (order) yang mendadak dan dilakukan sehari sebelum 

penandatanganan; 

c. Pekerjaan yang datang melebihi kapasitas kemampuan kantor Notaris 

tersebut untuk mengerjakan dan menyelesaikannya; 

d. Notaris takut kehilangan klien; 

Ada kekhawatiran pada Notaris, khususnya Notaris rekanan bank, 

bilam(!.na tidak dapat mengerjakan tuga.snya dengan cepat akan 

dikeluarkan dari daftar rekanan Notaris atau meskipun masih terdaftar 

sebagai rekanan, namun tidak lagi diberikan pekerjaan dari bank tersebut. 

Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan draft ak.ta menyebabkan tidak 

jarang Notaris menggunakan draft yang telah ada tanpa diperiksa kembali 

dengan tidak memperhatikan konteks situasinya, yang kemudian dapat 

menimbulkan permasalahan baru bi!amana pada sa.a.t penand<itanganan 

akta hal tersebut tidak segera disadari oleh Notaris. 

2. Terhambat.qya pengumpulan dataldokumen terkait pembuatan draft Aleta~ 

antara lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, 

Surat Kematian, Anggaran Dasar suatu badan hukum, perjanjian )'3ng 

melatarbelakangi, Sural Kuasa, Sural Persetujuan, Kesepakatan Bersama dan 

sebaga:inya, 

Dalam praktik, seringkaH data/dokumen terkait akan disusuikan kemudian 

pada saat penandatanganan akta, meskipun hal tersebut bukanlah merupakan 

penyimpangan, namun tidak jarang mengalcibatkan Notaris 'teq>aksa' hanya 

mempersiapkan blanko kosong pada saat penandatanganan dan bilamana ada draft 

pada blanko, itu pun hanyalah meropakan awal akta atau kepala akta dengan sedikit 

komparisi dan akhir atau penutup akta. 

73 Texbatasnya waktu untuk perancangan draft alcta dapat juga disebabkan oleh peralat.an 
dan/atau perlengkapan kantor Notatis tidak memadai dan tidak mendukung untuk pengerjaan dan 
penye1esaian secara cepat suatu akta. 
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2. Pada Saat Penandatanganan Aida 

Penyimpangan dan permasalahan kebanyakan terjadi pada saat 

penandatangamm alcta, yaitu : 

Notaris: 

Atas pennintaan dan kesepakatan bersama, Notaris, meskipun tidak 

berwenang menjalankan jabatannya, akhirnya bersedia menjalankan jabataooya di 

luar wilayah kewenangannya sebagai Notaris, namun dalam akta teta.p dituliskan 

tempat yang sesuai dengan wilayah jabatan Notaris, seolah-olah pembacaan dan 

penandatanganan akta kesemuanya dilakukan di wilayah jabatan Notaris. 

(Pelanggaran UUJN Pasa/17 huruf ajo Pasa/18 ayat (2), serta Kode Etik Notaris 

(2005) Pasa/3 angka 14) 

Pihak/Peng!tadap: 

!.Salah satu pihal</penghadap tidak berada dihadapan Notaris, yang mana 

mengakibatkan penandataoganan akta tidak dilakakan pada saat yang 

bersatnaan dan dibadapan Notaris, ataupun Notatis tldak hadir, namun 

mengutus asistennya untuk menggantikan pelaksanaan tugas serta berfungsi 

sebagai Notaris. (Pe/anggaran UUJNPasall 5 ayat (I) jo Pasa/ 1 angka 7) 

2.Keabsahan pihakipenghadap tidak lagi diperiksa apakah telah sesuai dengan 

identitasnya, serta dataldokumen yang mernhuktikan kapasitas bertindak 

pihakfpenghadap tidak diperlihatkan kepada Notaris, namun disusulkan 

kemudian setelah penandatanganan akta, (Pekmggaran UU.JN Pasal 39) 

3.Pemhacaan akill tidak dilakukan dan kepada pihal</penghadap juga tidak 

ditanyakan apakah sudah mengerti lsi daripada akta, (Pelanggaran UUJN 

Pasa/16 ayat (7) jo Pasa/16 ayal (1) huruf {) 

4.Paraftidak dilakukan atas setiap perubahan, namun hanya pada halaman pada 

lembar )l"dllg terdapat meterai. (Pelanggaran UUJN Pasal 48) 

5.Setiap halarnan diparaf yang dilakakan sebagai langkah antisipasi jika 

kemudian teljadi perubahan (renvoi) meskipun sebelumnya akta telah 

dibacakan. 
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Saksi: 

Saksi atas pembacaan dan penandatanganan akta hanya satu orang atau 

bahkan tidak ada sama sekali, kemudian saat kembali ke kantor, Notaris segera 

menyuruh pegawai kantor sebagai saksi yang hadir serta menyaksikan pembacaan 

dan penandatanganan akta, (Pe/anggaran UUJN Pasal 41 jo Pasa/ 40 jo Pasa/ 16 

ayat (1) huruf[). 

Bentuk: 

Dalam pembuatan akta, Notaris tidak jarang menggunakan draft yang Ielah 

ada, karenanya tidak: jarang pula terjadi ketidaksesuaian~ antara lain pada bagian 

penutup akta, yang mana pada b8.gian akhir· atau penutup akta, drafl mengenai 

pembacaan dan penandatanganan akta hampir selalu menggunakan uraian sebagai 

berikut: 

Demikianlah akta ini 

Sesudah akta ini saya, Notaris, bacakan dihadapan para penghadap dan saksi­

saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, 

Notaris. 

Meskipun pada kenyataannya akta tersebut tid.ak dibacakan dan bahkan 

ditandatanga.ni sebagaimana mestinya, namun redaksionnl penulisan akta hampir 

selalu memakai uraian tersebut. (Pelanggaran UUJN Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 38 

ayat (4)) 

Tala Cara; 

L Kepastian hari, tanggal, bulan dan tahun serta pukul berapa (waktu) 

berhadapan dengan Notaris; 

Notaris berkewajiban untuk memastikan akan hari, tanggal, bulan dan tahun 

serta pukul bernpa (waktu) pihak (para pihak) berhadapan dengan Notaris, 

namun dalam kenyataannya : 

a. Tidak jarang dalam praktik, minuta akta ditandalangani saat ini1 namun 

pemberian nomor dan tanggal akta dilakakan kemudian, sehingga pihak 
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(para pinak) tidak perlu repo! untuk kembali berada dihadapan No!aris; 

a tau 

b. Karena ada suatu kondisi tertentu yang belum terpenuhi, maka rninuta 

akta ditandatangani saat ini, namun pemberian nomor dan tanggal akta 

dilakukan kemudian setelah terpenuhinya kondisi tertentu tersebut. 

( Pe/anggaran UUJN Pasa/15 ayat (I} & Kode Etik Notaris (2005) Pasal 3 

angka I, 4, 17 huruf cdanPasa/4 angka 15 huruf c) 

2. Pembacaan ak!a 

Fonnal pernbacaan ak!a tidak dilakukan oleh Notaris dan bukan karena alasan 

pihak {para pihak) telah membaca sendiri} mengetahui dan memahaml isinya; 

(Pelanggaran UUJN Pasal 16 ayai (7}jo Pasa/16 ayat (I) huruf/) 

3. Penandatanganan akta 

Tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama dan dihadapan 

Notaris, bahkan terkadang, akta dibawa pulang olen pihak (pam pihak) dan 

kemudian diedarkan untuk ditaodatangani bagi yang belum menandatangani 

ak!a tersebu!; (Pelanggaran UUJN Pasal 44 ayat (1) & Kode Etik Notan"s 

(2005) Pasa/4 angka 6) 

4. Penambahan, penggantian, dan pencoretan 

Uraian tentang penambaha:n. penggantian, dan pencoretan yang tertera pada 

bagian penu!:up akta tidak sesuai dengan jumlah dan keadaan renvoi 

sebenamya. (pelanggaran UUJN Pasa/50 ayat (4)) 

LaiJt-lain: 

1. Pemberian nomor dan tanggal akta, ataupun pembacaan dan penandatanganan 

alas akta dilakukan terlebih dahulu, meskipun pernberian tanggal dan nomor 

akta dilakukan pada kemudian hari (lain hari); (Pe/anggaran Kode Etik 

Notaris (2005) Pasa/3 angka L 4, I 7 huruf c dan Pasa/4 angka I J huruf c) 

2. Minu!a ak!a disitkulasi, untu.k mendapatkan tanda Iangan dati pihak yang 

tidak berada dihadapan Notaris; (Pelanggaran Kode Etik Notaris(2005) Pasal 

4 angka 6) 

3. Pembacaan akta tidak dilakukan atau dilakukan !api oleh asisten Notaris, 
" .--

maka apabila hal itu !erbukti (pembuktian dapa! dilakukan oleh saksi), 
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Notaris tersebut telah membuat pemalsuan intelektual (intelectuele 

vervalsing).14 

3. Sesudah Penandatanganan Akta 

Penyimpangan dan permasalahan yang terjadi sesudah penandatanganan alcta 

yaitu: 

1. Dipergunakannya 'teknik angkat' (manipulasi) untuk memperbaiki minuta 

akta; 

Draft akta yang telah ditandatangani seketika berfungsi sebagai minuta akta, 

yang mana terhadap minuta akta tersebut, hila ada renvoi harusnya dilakukan 

pada sisi kiri akta dan pada akhir akta (bilamana perubahan tidak dapat di sisi 
75 

kiri akta). Namun dalam praktik tidak jarang renvoi dihindari mengingat 

dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan renvoi menggunakan 

mesin ketik, karenanya yang biasa dilakukan adalah menggunakan 'teknik 

angkat' (manipulasi), yaitu atas minuta akta yang dipakai hanyalah lembar 

yang terdapat meterai yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak: (para 

pihak), sedangkan isi lembar tengalmya diangkat untuk kernudian ditukar 

dengan lembar barn basil print yang telah ada isinya dan disesuaikan serta 

diatur sedemikian rupa susunan letaknya sehingga seolah-olah merupakan 

satu kesatuan dengan lembar yang telah ditandatangani di atas meterai 

tersebut. 

2. Data!dokumen yang menjadi lampiran tidak lagi diperiksa dan dibaca apakah 

telah sesuai dengan minuta akta; 

Dokumen yang menjadi lampiran sering kali dianggap sepele dan tidak 

diperik:sa Iebih lanjut apakah dokurnen tersebut telah sesuai dengan minuta 

akta, terutama bilamana pihak (para pihak) merupakan klien langganan, 

misalkan mengenai isi Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Dewan 

Komisaris. 

74 Tan Thong K.ie, Op. Cit., bal. 442. 
75 Suatu_ perubahan baru dibuat pada akhir akta (bilamana perubahan tersebut tidak dapal 

dibuat di sisi kiri alcta), sebelurn penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan 
menyusupkan lembar tambahan. Lihat Indonesia, Op. Cit., Pasal49 ayat (2). 
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3. Min uta dan salinan akta yang Ielah dibuat tidak !agi diperiksa, khususnya 

pada salinan akta, apakah telah merupakan sahnan kata demi kata dari minuta 

akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum ftasa "diberikan sebagai 

salin.an yang sama bunyinya". 

4. Adanya revisi atas salinan akta yang Ielah diserabksn oleh Notaris kepada 

pihak (para pihak), yang mengakibatkan minuta akta pun 'terpaksa' 

disesuaikan; 

Notaris menarik kembali salinan akta yang telah diserehkan kepada piliak, 

kernudian merevisi minuta akta dan saiinan akta sesuai detJgan keinginan 

pihak (para piliak). 

Penyimpangan dan permasalahan dalam proses pembuatan akta Notaris 

merupakan pelanggaran~pelanggaran yang dilakuka11 oleh Notaris, karenanya Notaris 

dapat dimiotai pertanggungjawaban, meskipun pada kenyataannya pehmggaran­

peianggara.n tersebut dilakukan karena kesalahan atau kelalaian pegawai kantor 

Notaris. 

2.9 Status Keabsahan 
Penandatanganannya 
Dihadapan Notaris 

Akta 
Tidak 

Notaris Seba.gai Akta Otentik 
Dilakukan Bersama Oleh Para 

yang 
Pihak 

Tata cara pembuatan akta Notaris, terkait dengan persyaratan fonn~d alcta 

Notaris. tidak dijelaskan secara khusus ~an terperinci dalam UUJN, narnun pada Bab 

XI Ketentuaa Saksi, Pasal 84, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta 

Notaris pel:mggaran alas Pasall6 ayat {1) hurufi, Pasal16 ayat (I) hurufk, Pasal41, 

Pasal44, Pasal48, Pasal49, Pasal50, Pasal 51 atau Pasal52 mengakibatkan: 

I. Suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan; atau 

2. Suatu alcta menjadi batal demi hukum. 

UUJN Pasal 84 menjelaskan, bila mana ada 'kondisi' yang torpenuhi, maka 

mengakibatkan "suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah· tangan", adaleh serupa dengan KUHPerdata Pasal 1869, yang juga 

menjelaskan bilamana ada 'kondisi' yang terpenuhi, maka mengakibatkan ".suatu 
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akta mempunyai kekuatan :sebagai tulisan di bawah Iangan jika ia ditandatangani 

o/eh para pihak". 

KUHPerdata Pasal 1869 menjelaskan, kondisi yang mengakibatkan "suatu 

akta mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani 

o/eh para pihok" tersebut adalah karena tidak herknasa atau tidak cakapnya pegawai 

uinum atau kafena cacatdalam bentuknya, 

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata tersebut, 

dapat dit.arik kesimpula.n bahwa 'kondisi' yang dapat mengakibatknn suatu akta 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan adalah. : 

l. Tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegaw-ai umum (kcmpetensi Notarisnya); 

2. Cacat dalam bentuknya; serta 

3. Notaris melaknkan pelanggaran terhadap ketentuan : " 

a. Pasal 41 UUJN, dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 UUJN; 

(pengbadap dan saksi). 

b. Pasal 16 ayat (8) UUJN, dengan menunjuk kepada Pasal 16 (1) huruf 1 

dan Pasal 16 ayat (7) UUJN; (pembacaan dan penandatanganan akta 

Notaris). 

c. Pasal 52 ayat (3) UUJN, dengan menunjuk kepada Pasal 52 ayat (1) 

UUJN. (pembatasan dalam membuat akta Notaris untuk diri sendiri, 

istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam 

garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta 

dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak 

untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan 

pernntaraan kcasa). 

Suata akta !tanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai ah:ta di /:Jawah 
tangan: 

Petanggaran yang mengakibatkan suatu akta banya mempuny-ai keknatan 

pembuktian sebagai akta di bawab tangan terkait dengan : 71 

76 Dalam Undang-Undang Jabatnn Notaris hanya ketentuan PasaJ 16 ayat (8), Pasnl 41 dan 
Pasal52 ayat (3) UUJN yang metijelaskan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 
akta di bawah tangan, namvn KUHPerdata Pasal 1869 menjelaskan bahwa akta tersebut tetap perlu 
di.tandatangani o1eh para pihak. 
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I. penghadap dan saksi 

Pasal 41 UUJN menunjuk kepada kelentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN, 

yang mana bila tidak dipenuhi maka sualu akla hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akla di bawah Iangan. 

a, Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN memuat mengenai syarat kualitas 

sebagai penghadap; 

Pasal 39 ayat {1). • 

"Penghadap harus mernpunyai syaral sebagai berikut: 

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau Ielah menikah; 

dan 

b. cakap melakukan perbualan hukum." 

b. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJN memuat mengenai pengenalan 

penghadap baik dikenal oleh Notaris a tau 2 ( dua) orang saksi pen genal 

atau 2 (dna) penghadap lainnya; 

Pasa/39 aya/ (2). 

"Penghadap harus dikenal oleb Notaris atau diperkenalkan kepadanya 

oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikil 18 

(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan 

perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dna) penghadap 

lainnya." 

c. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UUJN rnenegaskan mengenai pengenalan 

penghadap dinyat:akan secara tegas dalam akta; 

Pasal 39 ayat (3). 

"Pengenalan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara 

tegas dalam akta." 

d. Ketentuan Pasal 40 ayat (I) UUJN memuat mengenai minimal saksi, 

yaitu 2 (dua) orang, dalam pembacaan akta Notaris; 

Po:;a/ 40 ayal (1) 

"Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 

(dua) o.rang saksi) kecuali peraturan perundang-undangan menentukan 

I . " am. 

71 ApabUa ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal40 UUJN tidak dipenuhi, aida tersebut banya 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tang an. Lihat Indonesia, Op. Cit,, Pasal4 L 
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e. Kctentuan Pasal 40 ayat (2) UUJN memuat mengenai syarat kualitas 

sebagai saksi; 

Pasa/40 ayat (2). 

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

. a. paling sedikit bemmur 18 (delapan betas) tahun atau telah 

menikah; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat 

dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris 

atau para pihak. 

f. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN memuat mengenai pengenalan saksi 

baik dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau 

diterangkan ten tang identitasnya dan kewenangannya kepada Notaris oleh 

penghadap; 

Pasa/40 ayat (3). 

"saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dikenal oleh Notaris 
atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas 
dan kewenangnnya kepada Notaris oleh penghadap." 

g. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) UUJN menegaskan mengenai pengenalan 

atau pemyataan identitas dan kewenangan saksi yang dinyatakan secara 

tegas dalam akta; 

Pasa/40 ayat (4). 

"pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 

dinyatakan secara tegas dalam akta." 
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2. Pembacaan dan penandatanganan akta Notaris 

UUJN Pasal 16 ayat (8) menunjuk kepada ketentuan Pasal 16 ayat {I) hurufl 

dan pasal I 6 ayat (7), yang mana bila tidak dipenuhi maka akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

a, Ketentuan Pasal 16 ayat (!) huruf I UUJN memuat mengenai syarat 

formal pembacaan dan penandatanganan akta Notaris secal'a benar, yaitu 

dilakulca!l dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 

(dna) orang saksi dan ditandatangani pacta saal itu juga oleh pengha<lap, 

sal<si dan Notaris; 

Pasa/16 ayat (1) huruf/. 

"membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh ·paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
pen:ghadap, saksi dan Notaris. u 

b. Ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN memuat mengenai pengecualian 

bilarnana tidak dilakukan syarat fonnal pembacaan akta Notaris, yaitu 

bilamana penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena 

penghadap telah membaca sendiri. rnengetahui dan memahami isinya', hal 

mana dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta 

alcta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris; 

Pasall6 ayat (7): 

"Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurof tidak 
wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak 
dibacakan karena telah penghadap telah membaca sendiri, mengetahul 
dan memahami isinya; dengan ketentuan bahwa hal tersebut 
dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halarnan Minuta 
Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris." 

3. Pembatasan dalarn membuat akta Notaris 

UUJN Pasal 52 ayat (3) menunjuk kepada ketentuan Pasal 52 ayat (!),yang 

mana bila tidak dipcnuhi maks akta hanya mempunyai kekuatan pemhuktian 

sebagai akta di bawah tangan; 

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUJN memuat mengenai pembatasan dalam 

pembuatan akta Notaris, yaitu Notaris tidak dperkenank:an membuat alcta 
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untuk diri sendiri, istrilsuami dan/atau keluarga baik karena perkawinan _ 

maupun hubungan darah, dalam garis keturunan lurus ke bawah danlatau 

ke atas. serta dalam garis ke samping s~mpai dengan derajat ketiga; ?S 

Pasa/52 ayat (I) 

''Notaris tidak diperkenankan menbuat akta untuk diri sendiri, 
istrilsuami. atau orang Iain yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
dengan Notaris baik karena , perkawinan maupun hubungan darah 

dalam garis ketunman lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa 
pembatasan derajat, serta daiam garis ke samping sampai dengan 
derajat ketiga, serta menjadi pihak untu:k diri sendiri, maupun dalam 
suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa." 

2.10 Pertanggungjawaban Notaris Tethadap Akta yang Penandatanganannya 
Tidak Dilakukan Bersama Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris 

2.10~1 Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris 

Tidak dipenuhinya persyaratan formal akta No!aris dapat mengakibatkan akta 

Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau 

bahkan akta tersebut menjadi batal demi bukum, yang mana akibat ini tentunya 

merugikan para pihak, 

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran-pclanggaran yang 

dilakukannya, diatur dalam UUJN maupun dl luar UUJN. UUJN mengatur mengenai 

ketentuan sanksi, sebagai bentuk pertanggungjawaba.n Notaris atas pe!anggaran­

pelanggaran yang dilakukannya, dimana sanksi tersebut dapat berupa: 

1, Saaksi Perdata: penggantian biaya, ganti rugi dan bunga; 79 

2. Sanksi Administratif: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak 

hormat. 

78 Pclanggaran tcrhad;.~:p ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bexakibat akta hanya 
mernpunyai kekuat3.n pembuktian .sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh 
penghadap, tonpa mengunmgi kewajiban Notaris yang membuai akta itu untuk membayar blaya, ganti 
mgi dan bunga kepada yang bersa.ngkutan, Lihat Ibid., Pasal 52 ayat {3). 

79 Terlebih dahulu perlu di.buk"tikan; 1. Kerugian yang dfderita oleh pihak (para piltak}; 2. 
Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan pclanggaran yang dilak:ukan o[eh 
Notari&; 3. Pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris.-
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1. Sanksi Pcrdata 

Akta Notaris, sebagai alat bukti lertulis yang sangat kuat, memiliki 

kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suaru akta Notaris harus diterima, 

karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis 

dipaksakan kepada Notaris, namun rlilakukan melalui mekanisme gugatan di 

- PengadJlan Negeri. 

"' Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, 

~an yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adaJah tidak 

dipenuhinya: unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah 

pembuatannya danlatau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya. 

Dr. Habib Adjie, S. H., M. Hum., dalam disertasinya yang berjudul "Sanksi 

Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan 

Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris'\ 
81 

memaparkan 3 (tiga) kekuatan nilai pembuktian dari suatu akta Notaris, yaitu : 

a. Aspek Lahiriah ( U/itwendige Bewijskracht) 

Kemam_puan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta tersebut untuk 

membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese 

ipsa), karenanya pihak (para pihak) yang menyangkal keotentikan suatu akta 

Notaris dikenai kewajiban beban pembuktian. 

b. Aspek Formal (For male Bewijskracht) 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta 

. dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris at au diterangkan oleh pihak 

(para pihak:) yang menghadap~ pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 

dengan prosedur k:etentuan dalam pcmbuatan akta. Aspek formal (formalitas 

akta) harus dapat membuktik:an mengenai kepastian hari~ tanggal) bulan dan 

tahun serta pukul berapa (wak:tu) berhadapan dengan Notaris; kepastian 

mereka yang menghadap; kepastian apa yang dilihat, didengar dan disaksikan 

&0 Gugatan yang diadukan merupakan gugatan petbu.etan melawan hukutn karena scsuai 
dengan karakteristiknya, yaitu: 1. Tidak adanya konl!aktual antara pihak deng_an Notaris; 2. pihak 
datang ke Notaris dengan keyakinan bahv." Notaris, berwenang unluk mrmbuat akta Notaris; 3. Akta 
Notaris seharusnya merupakan keinginan pihak (para pihak) yang: dikonstantir kemudian dituangkan 
ke dalam bentuk akta. 

81 Habib Adjie, Op.Cit., hal. 72~74. 
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oleh Notaris; kepastian pemyataan!keterangan pihak (para pihak) dihadapan 

Notaris; kepastian kedatangan pihak (para pihak) dan saksi; kepastian 

prosedur pembuatan alcta Ielah dipenuhi. 

Pihak (para pihak) yang menyangkal dan merasa dirugikan oleh akta Notaris 

tersehut wajib membulctikan adanya aspek fonnal yang dilanggar atau tidak 

sesuai dalam akta yang bersangkutan. 

c. Aspek Materiil (Materiele BewiJskracht) 

Pemyataanlketerangan yang dimuat dalam suatu akta, baik berupa Partij Akta 

(Akta Pihak) atau Relaas Akta (Aleta Pejabat) hams dinilai benar adanya82 

dan jikalau ternyata pernyataanlketerangan tersebut menjadi tidak benar1 

maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak (para pihak) sendiri, dengan 

demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian kebenarannya dan menjadi 

bnkti sah untuk dan diantara pihak (para pihak), para ahli waris serta 

penerima balmya, kecuali jika pihak (pa.a pihak) dapat membuktikan bahwa 

Notaris menuliskan tidak sesuai dengan pemyataan!keterangan yang 

dikernnkakan oleh para pihak. 

Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 

Notaris, dibebankan kewajiban .untuk mernbuktikan di pengadila~ ketidak 

benaran dari salah satu aspek, yaitu lahiriah danlatau formal danlatau 

materiil} sebagai upaya mendapatkan penggantian biaya~ ganti rugi dan 

bung a. 

UUJN Bab XI Pasal 84 memaparkan ketentuan-ketentuan pasal~pasal yang 

bUamana dilanggar mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu alcta menjadi batal demj 

hukum, yang karenanya Notaris dapat dituntut untnk penggantian biaya, ganti 

rugi dan bunga, yaitu Pasal41, Pasa! 44, Pasa! 48, Pasal 49, Pasa! 50, Pasal 

51 atau Pasat 52 UUJN. 

Sebagai contoh penerapan sanksi perdata terhadap Notaris dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

82 Setiap orang yang datang menghadap ka.ntor Notaris yang kemudian ketenmgannya 
diruangkan/dimuat dalam akt;i harus dinilai benar teiah berkata demildan. Lihat Ibid. 
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"Pihak A (penghadap A) dan B (penghadap B) hendak membuat Akta Jual 
Beli dihadapan Notaris X yang telah mereka kenal sebelumnya (Partij Akta), 
mereka pun datang menghadap ke kantor Notaris X deng~p membawa semua 
berkas yung diperlukan dan mengutarakan keinginannya tersebut. Selanjutnyu 
Notaris mengkonstantir keinginan para penghadap dan memformulasikannya 
serta menuangkan dalam alcta dimaksud dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 
saksl. Namun terjadi masalah pada saat penandatanganan, dimana Penghadap 
B tidak dapat membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris bersama­
sama dengan Pengharlap A karena adanya kepentingan yang mendesak. 
Sehingga disepakati, bahwa Penghadap B akan membubuhkan 
tandatangannya kemudian. Keesokan harinyu Notaris menyuruh seseorang 
(kurir) untuk mengantar Minuta Akta kepada Penghadap B untuk 
ditandatangani." 

Dari ilustrasi di atas, jelas bahwa Notaris X telah melanggar Pasal 16 ayat (l) hurufl 

dan ayut (8) UUJN, dimana alcta tersebut telah kehllimgan otentisitasnya. Jika 

dikemudian hari ada pihak. yang merasa dirugikan, maka dia dapat mengajuk:an 

gugatan ke PengadiJan Negeri untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris X. 

2. Sanksi Administratif 

Secara administratif, instrumen penegakan hukum daJam UUJN. meliputi 

langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sauksi). Langkah 

preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berk:ala dan 

kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksana.an jabatan Notaris. 

Sedangkan langkah represif dllakukan melalui penjatuhan sauksi oleh: 

1. Majelis Pengawr:is Wialayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta 

berhak mcngusutkan kepada Majehs Pengawas Pusat berupa pemberhentian 

sementara 3 (tiga) bulan sarnpaf dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian 
8) 

dengan tidak hormat; 

2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak .. 
mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat; 

3. Menteri, berupa pemberhentian dengan honnat dan pemberhentian dengan 

" tidak hormat. 

83 Indonesia, Op. Cit., Ps. 73 ayat (1) butir e. 

84 Ibid., Ps. 77 ~utir c. 
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Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 

(tiga) kategori, yaitu : 

1. Pemberhentian sementara 

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. karena : 

a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; 

b. berada di bawab pengampuan; 

c. melakukan perbuatan ter~la, yaitu me/akukan perbuatan yang 

bertentangan dengan. agama, norma kesusi/aan dan norma adat 

[pemberl!entiansementara paling lama 6 (cnarn) bulan]; 

d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan 

[pemberhentian sementara paling lama 6 (enarn) bularn]. 

2. Pernberhentian dengan hormat 

Notaris bCrhenti a tau diherhentikan dari jabatannya dengan hormat karena ; 

a, meninggal dunia; 

b. telab berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 

c. permintaan sendiri; 

d. tidak ma.mpu secara rohani dan!atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

jabatan Notaris secara terns menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang 

dibuktika.n dengan surat keterangan dokter ahli; atau 

e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN, 

yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, 

advokat, atau jabatan lain yang dilaranag dirangkap dengan jabatan 

Notaris. 

3. Pemberhentian dcngan tidak honnat 

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabafannya oJeh Menteri atas 

usul Majelis Pengawas Pusat apabila : 

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah motnperoleh 

kokuatan hukum totap; 

85 Departerueo Hukum dan Hak Asa.si Manusia, Perattuan Menteri Huk\un dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemb«hentian Artggota, 
Susunan Orgaoisasi, Tata Kecja, dan Tata Car.1 Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, KepMen 
Hukum Dan HakAsasiMaausia Nomor M. 02. PR. Q8, lOTahun 2004, Pasal35 ayat (5) . 

• 

62 Universitas Indonesia 

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH UI, 2009



b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) 

tahun; 

c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehonnatan dan rnartabat 

jabatan Notaris, seperti beijudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan 

berzina; atau 

d. melakukan pelanggaran beral terhadap kewajiban dan larangan jabatan, 

yaitu tidak memenuhi kewajiban da."'t melangga.r laranian jabatan 

Notarisi86 

e. dijalulli pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun alau lebih. 

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berilrut: 

a. Pener:apan Sanksi 

Dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran Hsan, teguran 

tertulis, -pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian 

dengan tidak bonnat; tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara 

berurutan mulai dati teguran tisan terlebih dahulu dan terakhlr pemberhentJlan 

dengan tidak honnat. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republlk Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tala Cara Pengangkata Anggota, 

Pemberhentian Angguta, Susunan Grganisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (PerMen Nomor M.02.PR.08.10 Talmn 

2004) menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Notaris, yang secara 

garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis 

Pemeril.{sa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat, yang masing-maslng unsur 

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dual orang anggota majelis pemeriksa; 

86 UUJN Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris, sedangkan PasaJ 17 mengatur 
mengenai larangan Notaris.. 
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2. Majelis Pemeriksa Daerah mulai me1akukan pemeriksaan a.tas laporan tertulis 

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak !aporan diterima; 

3. Majelis Pemeriksa Daerah me!ak:ukan pemanggilan terhadap pelapor dan 

terlapor untuk didengar keterangannya, serta harus sudah menyelesaikan 

pemeriksaan dan menyampaikan. hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 

paling hunbat 30 (tiga puluh) hari ka!ender terhitung sejak laporan diterima; 

4. Mejelis Pemeriksa Wilayah akan mulai rnemeriksa dan mernutus hasi1 

pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah tersehu~ dalam 7 (tujuh) hari 

kalender sejak berkas diterima; 

5. MajeHs Pemeriksa Wilayah berwenang melakukan pemanggilan terhadap 

pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya1 serta harus sudah 

mengucapkan putusan atas hasil pemeriksaan, dengan dilandasi pertimbangan 

yang memadai, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

" kalender terhitung sejak berkas diterima; 

6. Majelis Pemeriksa Pusat hanya rneroeriksa permohonan banding atas putusan 

Majelis Pemeriksa Wilayah dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan 

banding mulai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas 

diterima; 

7. Majelis Pemeriksa Pusat benvenang melakukan pemanggilan terhadap 

pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya; serta harus sudah 

mengucapkan putusan atas basil pemeriksaan dalam jangka waktu paling 

Jambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas diterima, dengan 

memuat alasan dan pertirnbangan yang cukup; 

8. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang mengusulkau pemberian sanksi beropa 

pemberhentian dengan tidak hormat, wajib disampaikan kepada Menteri 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender teihitung sejak putusan 

diucapkan; 

87 Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majclis Pemeriksaan Wilayah 
mengucapkan putusan yang menyatakan faporan ditolak dan terlapor clirehabilitasi nama baikll:ya. 
Lihat Op.cil, Pasal 27 ayat (3). 
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9. Menteri memberikan putusan terhadap usulan pemberian sanksi berupa 

pemberhentian dengan tidak honnat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender terhitung sejak usulan diterima, 

Penerapan sanksiJ sesuai dengan tata cara pemeriksaan terhadap Notaris 

berdasarkan PerMen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, meskipun kewenangan 

dalam menjatuhkan sanksi terbagi~bagi antara majelis pemeriksa, namun bilamana 

laponm akhimya sampai di tingkat (misalkan) Majelis Pemeriksa Pusat, rnaka sesuai 

kewenangannya Majelis Pemeriksa Pusat dapat menjatuhk:an putusan berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat, artinya penjatuhan sanksi tidak harus secara 

berurutan, namun disesuaikan dengan tingkat dimana pemeriksaanya. 

Sedangkan sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada Notaris yang 

membuat akta yang penandatang:anannya tidak dilakukan bersama oleh para 

penghadap dihadapan Notaris adalah: 

L Diberhentikan sementara dari jabatannya; (Pasal 9 ayat (1) huruf d, ayat (2), 

(3) dan (4), serta PasalJO ayat (2)) 

Sebelum pemberhentian sementara dijatuhk:an oleh Menteri atas usui MajeHs 

Pengawas Pusat, notarls terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela 

diri dihadapan Majelis Pengawas. Jika Notaris terbukti bersalah telah 

melakukan pelanggaran, Menteri dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian 

sementara paling lama 6 bulan dan dapat diangkat kembali menjadi Notaris 

setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. 

2. Diberhentikan dengan tidak honnat. (Pasal 12 huruf d) 

Jika kualitas pelanggaran Notiris dalam penandatanganan akta yang tidak 

diiakukan bersama oleh para penghadap dihadapan Notaris tennasuk 

pelangaran bera4 maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak honnat dari 

jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. 

b. Inkonsistensi Panerapan Sanksi 

Terhadap beberapa inkonsistensi da1am penerapan sanksi pemberhentian~ 

yaitu: 

1. Notaris sebagai pejabat publik dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai 

negeri, advokat atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 
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dirangkap dengan jabatan Notaris, dinyatakan dalam 3 (tiga) Pasal dengan 

masing-rnasing sanksi yang berbeda yaltu: 

a. Pasal 8 ayat (1) butir e UUJN, Notaris diberhentikan dari jabatannya 

dengan hormat; 

b. Pasal 9 ayat (I) butir d UUJN, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban dan 

larangan jabatan, dengan sanksi, Notaris diberhentikan sementara dari 

jabatannya; dan 

c. Pasal 12 butir d UUJN, yaitu pelanggaran berat terhadap kewajiban dan 

larangan jabatan, dengan sankai, Notaris diberhentikan dengan tidak 

hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. 

2. Mengenai penjatuhan sanksi terhadap Notaris karena pelanggaran dan karena 

pe[anggaran berat, terhadap kewajiban dan laranganjabatan> tidak dibedakan, 

namun sanksinya bisa berbeda yaitu pemberhentian sementara paling lama 6 

(enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat untuk selamanya, kata 

~berat• pada kata 'pelanggaran'. tidak mempunyai tolak ukur yang jelas. dan 

dalam hal ini majelis pengawas dan ma.jelis pemeriksa memiliki kewenangan 

penuh untuk menteijemahkan grey area tersebut. 

Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 

sernentara atau pemberhentian dengan tidak hormat, kesemuanya dapat diterapkan 

dengan prasyarat: Notaris melanggar UUJN Bab XI Pasal 85 yang menunjuk pada 

vasal·pasal yaitu Pasal 7, Pasal 16 ayat (I) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal27, 

Pasal32, Pasal37, Pasal54, Pasal58, Pasal59 atau Pasal63. 

2.10.2 Berdasarkan Pcr.a.turan Diluar Undang~Undang Jabatan N'otaris 
Pertanggungjawaban Notaris sebagaimana diatur di luar Undang­
Undang Jabatan Notaris: 

Selain sanksi perdata dan sanksi administratif. terdapat sanksi-sanksi lain 

yang diatur di luru: UUJN, sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris, yaitu sanksi 

pidana dan sanksi kode etik. 
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1. Sanksi Pidana 

Notaris bisa dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu 

da1am akta yang dibuatnya,83 Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan 

Notaris pada bagian akhir alcta yang menyata~an bahwa "segera setelah akta ini 

dibacakan ... selanjutnya ditandatangani olelt para penghadap, saksi.-saksi, df!n saya 

Notaris ", dengan asurnsi bahwa kata-kata ''segera setelah" ditafsirkan sebagai 

10langsung sesaat setelalt" dan bukannya be~erapa jam setelah akta tersebut 

dibacakan, sedangkan dalam kenyataannya akta tersebut ditandatangani beberapa 

jam bahkan sehari atau 2 (dua) hari setelah akta dibacakan oleh Notaris. Namun 

penafsiran kata-kata "segera setelah" tersebut harus dilakukan oleh pihak yang 

bef\Venang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri. 

KUHP Bah II Pasal 1 0} mengatur ten tang pidana, ya.itu terdiri atas : 

l. pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; dan 

2. pidana tamhahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu~ perampasan barang­

barang tertentuJ pengumuman keputusan hakim; .. 
Beherapa ketentuan da)am KUHP yang terkait dengan akta Notaris, yaltu: 

J. mernbuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai 

" surat palsu; [Pasal263 ayat (21)] 

" 2, sengaja memakai surat palsu; [Pasal 263 ayat (2)] 

88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan:i, ditetjemahkan oleh moeljatno, Cet 21, (Jakarta: PT. 
Bmni Aksara, 2001). Pa.sa! 242: (1) barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang­
undang menuntut suatu keterangan denga.n sumpah atau jika keterangan itu rnembawa alu"bat bagi 
hukum deng:an scngaja memberi keleran_gan pals.u, yang dHanggung denga.n sumpah baik dengan 1isan 
a!au tulisan. maupl,l!l oleh dia sendiri atau kunsanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum 
penjarn selama-lamaoya 7 (tujuh) tabun ... 

&9 Ibid,. pm;a~ 263-266 dan p.,u 4 18-4!9. 

90 Barnng siapa membual surat palsu atau memalsukan s:urat yang dapat menimbulka.n sesuatu 
hak. penbtan atau pembcbasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada. sesuatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seQtah"lah isioya 
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalo;l:ian tersebut dapat menimbulka.n kerugian. karona 
poow1suan surat, dengan pidana pe.njara pj<ling lama en am tahua Lihal Ibid., Pasal:Z63 ayat (1). 

91 Diancam dengan pidsna yang sama_. barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau­
yang dipalsukan seolah--olah sejati,- jika pemakaian surat itu dapat menimbu!kan kerogian.. Lihat !hit/., 
Pasal263 ayal (2). 
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" 3. rnelakukan pemalsu;an sur at, atas : akta~akta otentik, surat hutang, 

sertifikat hutang, talon1 tanda bukti deviden, surat kredit atau surat dagang; 

[Pasal264] 

4. menyuruh mema:rukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik; 

[Pasal266] 

93 

5. meJakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan kejahatan 

dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya; 94 [Pasal 55 jo. Pasal263 ayat (I) & 

(2) atau Pasal 264 atau Pasal266] 

6. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya; 95 

(Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1) & (2) atau Pasal264 a tau Pasal266] 

7. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya; 96 [Pas a! 418] 

92 {l) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika 
dilakukan terhadap : 1. akta-akta olentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suaru Negarn ata.u 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3, surat sero atau hutang alau sertifikat serG a tau huumg 
dari suatu perkumpulan. yayasan., perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga 
dari salah satu sebag:ai pengganti surat~surat itu; 5. surat kredit atau surnt dagang yang diperuni.Ukkan 
untuk diedarkan. (2) Diat'lca.m dengan pidana yang sama, barang: siapa yang dengan s~ngaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sej!!ti atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan 
tidak dipatsu, jika pemalsuan surat itu <Ia pat menimbulkan kerugian. Lihallbid., Pasal264. 

93 1) barang siapa meuyuroh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik 
mengenai sesuatu bal yang kebenarannya barus dinyalakan oleh akta itu, dengan maksud untuk 
memakai alau menyuruh orang lain memakai akta itu seoiah-olah keterang,:tnnya s;;sua.i dengan 
kebenarnn, diancam, jika pema.kaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling 
lama lujuh tahun; {2) diancum dengan pidana yang sama barang sfapa dengan sengaja rnemakai sur-at 
tersebut dalam b.yat pertama, yang isinya lidak Sejati atau yang dipalsukan seolab-olah benar dan tidak 
dipalsu, ji.ka pemal;:uan surat jtu dapat menombulkan kerugian. Libat IbuL, Pasaf 266. 

94 (l)dipidana sebagai petaku tindak pidana: ke·l. mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melkukan dan yang turo1 serta melakukan pcrbuatan; Jre..2. mereka yang dengan memberi afau 
menjanjikan sesuatu dcngan menyalabgunakan kekuasaan atau martahat, dengan kekerasan, aneaman 
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kete:rungan, sengaja menganju.rkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) terhadap penganjur, banya perbuaata.u yang sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhltungkan, beserta alcibat~akibatnya. Lihat !bid., Pasal5S. 

9.5 Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana polrok terhada_p kejahatan 
dikurangi satu per tiga) ; ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahalan 
dilakukan; ke·2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterang~ unhlk melakukan 
kejahatan·. Lihat Ibid., Pasal 56. 

96 Seorang pejabat yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau sepatutnya harus 
diduganya.. bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan denganjabatannya atau yang menurul pikiran orang yang memberi hadiah ataujanji itu 
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8. pejabat menerima hadiah atau janjl, untuk menggerakkan supaya melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya; 91 [Pasal419] 

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan~ menyuruh melakukan, turut 

serta melakukan danlatau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan 

melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat 

palsu, menyuruh roemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otenti.k, serta 

menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya rnelakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana·­

bilamana terbukti bersalah. 

2. Sanksi Kode Etik 

UUJN Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat {1), menyatakan bahwa 

Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. kemudian Bah 

Xll (ketentuan Peralihan) Paslll 89, rnenyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru 

barns berdasarkan UUJN, karenanya berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal di atas, 

Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal27 (dua 

" puluh tujuh) Januari 2005 (dua ribu lima) telah menetapkan Kode Etik Notaris .. 

Knde Etik Notaris dalarn ketentuan Bab I {Ketentuan Umum) Pasal 1, 

memberikan defeoisi bahwa kode etik adal.ah seluruh kaidah moral yang ditentukan 

oleh Perkumpuian Ik:atan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut 

"Perkurnpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkum_pulan dan/atau yang 

ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perondangrundangan yang mengatur 

tentang hal itu dan yang berlah·u bagi serta wa.jib ditaati oleh setiap dan semua . 

ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pi dana penjara paling lama 3 (!iga) tahun 6 (enam) 
bulan. Lihat Ibid., Pasal4l8. 

97 Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tabun, seorang pejabat : 1. yan_g 
menerima hadiah atau janji padahal dikctahuinya bahwa hadiah atau janjl itu diberikan untuk 
menggerakkannya supaya r:nelalruk.an atau tidak. melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
hertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahuui bahwa hadiah itu 
d.iberikan sebagai akibat atau oleh karcna si penerima telah melakukan atau lidak melakukao sesuatu 
dalarojabatannya yang bertent.angan dengan kewajibannya. Libat Ibid", Pasal 419. 

98 Kode Etik Notaris Ikatan No!aris Indonesia, terakhit. ditetapkan di Bandung pada tangga.l 
28 (dua pluh delapan) Januari 2005 {dua ril>u lima} oleh Ko-misi Kode Etik; dirumuskan oleh Tim 
Peru.mus Kode Etik yaitu : R. Muhammad Hendarm.an, S.H., DR. Muhammad Affandhi Nawawi, 
S.H., DR'" Perlien Budiiono, S.H., Darwani Sidi Bakaroeddin, S.H.; terdiri dari Vill Bab dan 15 Pasal. 
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anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankatJ tugas jabatan sebagai 

Notaris1 termasuk didaiamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan 

Notaris Pengganti Khusus, karenanya dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah 

kaidah moral, balk yang terdapat dalam Ko<le Etik Notaris maupun dalam UUJN 

serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris, dirumuskan dalarn 

bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yattu ketentuan Bab III (Kewajiban, 

Larangan Dan Pengecualian) Pasal3, Pasal4 dan Pasal5. 

Pelanggaran kode etik (kewajiban1 larangan dan pengecualian) yang terk:ait 

langsung dengan pemenuhan persyaratan fonnal akta Notaris, yaitu : 

1. Kewajiban 

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebag.ai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas 

pada ketentuan yang tercantum dalam : 

a. Undang~Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jaabtan Notaris, yaitu akta 

Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali 

pembuatan akta-akta tertentu. 

2. Larangan 

a. Mcngirirnkan minuta kepada klien untuk ditandatangani; 

b. Melak:ukan perbuatan-perbuatan .lain yang secara umum disebut sebagai 

pelanggaran terhadap Kode ·Etik Notaris1 antara lain namun tidak: terbatas 

pada pelanggaran-pdanggaran terhadap: 

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris; 

ii. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu 

akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris 

kecuali pembuatan akta-akta tertentu; 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ·pelanggarnn kode edk yang paling 

terkait_ dengan persyaratan formal akta Notaris, yaitu mengenai P~~andatanganan, 

70 Universitas Indonesia 

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH UI, 2009



dimana Notaris mengirimkan minuta akta kepada kHen untUk ditandatangani, 

penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta dihadapan Notaris. 

Atas pe!anggarnn Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa 

teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan 

Perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keangotaan Perkumpulan; dan 

pemberbentian dengan tidak: hormat dari keanggotaan Perkumpulan, 

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan 

secara bertingkat (disesuaikan dengan kuantitas dan kualitus pe!anggaran), dengan 

pengecualian ketentuan Pas a] I 3; 

Pasa/13 

,«Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang presedur atau tata cara 

maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota 

Peakumpulan yzng Ielah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta 

dipldana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, Pengurns Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota 
Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota PerkompuLan 

tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan." 

Sebagai tambahan, Dr. Habib Adjie, S. H., M. Hum., dalam bukanya, 

memaparkan bahwa sanksi kode etik1 dalam UUJN, diberikan bilarnana Notaris 

melakukan 2 (dua) hal, yaitu: 

1. Perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal9 ayat (1) huruf c UUJN; 

Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "rnelakukan perbuatan tercela" adalah rnelakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan~ 
dan norma adat; 

Terhadap perbuatan t~rsebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian 

sementara dari jabatan scbagai Notaris; 

2. Perbuatan yang merendahkan kahormatan dan martabat jabatun Notaris, 

sebagaimana ketentuan Pasal12 huruf c UUJN; 

Penjelasan: 

Yang dimasud dengan ''perbuatan merendahkan kehormatan dan 

martabat" misalnya berjudij mabuk, menyalahgunakan narkoba dan 
berzina; 
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Terhadap perbuatan tersebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian 

tidak honnat dari jabatan sebagai Notaris; 

Terhadap ketentuan kedua pasa! tersebut, mumi merupakan pelanggamn kode 

etik daJam UUJN, namun tidak terkait dengan persyaratan formal aida 

Notaris. 

2.10.3 Perbuatan Melawan Hukum 

Pasall5 ayat {1) UUJN menyebutkan: 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, petjanjlan dan 
p<metapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan, dikehendl!ki untuk 
dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Notaris dapat digugat secara perdata atau pun pidana, dalam hal apabila 

akibat pernbuatan aktanya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan 

oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Tindakan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terbadap ketentuan sehagaimana yang 

dimaksud oleh undang-undang, yang mengilibatkan suatu akta hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal 

demi hukum dapat menjadi alasan bagi pjhak yang menderita kerugian untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Hal ini diatur 

dalam Pasal 84 UUJN. Hal ini seperti yang diatur dalaro Pasal 1365 KUHPerdala, 

yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

orang lain} mewajibkan orang yang ~rena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai 

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), mengandung 4 {empat) unsur 

yaitu: 

a. Hams adanya perbuatan 

Unsur perbuatan ini diartikan luas, meliputi juga tidak berbuat kalau orang itu 

seharusnya wajib berbuat. Jadi dengatl bersifat pasif, tidak aktif, artinya orang yang 

diam saja dengan sadar bahwa ia dengan berdiam saja adalah melanggar hukum, 

dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan melangS'If hukum. Hal ini dapat 

dicontohkan seorang petugas pintu rei kereta api berkewajiban memberikan tanda-
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tanda lalu Hntas berupa aba~aba kereta akan 1ewat tetapi di sini petugas tersebut 

hanyalah berdiam saja pada saat kereta api akan melewati jalan yang harus ia awasi, 

sehingga terjadi kecelakaan antara kereta api dengan sebuah kendaraan yang 
99 

melintasi rei kereta api. 

b. Perbuatan itu melanggar hukum 

Definisi dari perbuatan rnelawan hukum sangatlah luas, sehingga meHputi 

segala sesuatu ya..1g ~ertentangan dengan kepatutan dan ,kesusilaan. Perbuatan 

melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentang~ dengan 

hak orang 1ain1 atau bertentangan dengan kewajiban hukum si~pelaku, atau 

bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus 

100 
diindahkan datam hidup terhadap orang lain atau bend a. 

c. Harus ada kerugian bagi orang lain 

Perbuat~n yang melanggar hukum itu harus menimbulkan kerugian bagi 

orang lain, sehingga harus ada causa atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat 

yang timbul. 

d. Adanya kesalahan dari si-pembuat 

Tidak ada perbuatan melanggar hukurn tanpa adanya perbuatan yang 

berhubungan dengan subjek ltu, sampai pada unsur k:esalahan dari pihak pembuat 
101 

perbuatan rnelanggar hukum. 

Kesalahan yang dimaksud oleh Pusal 1365 KUHPerdata roangandung 

"gradasi" dari mulai perbuatan yang disengaja) sampai perbuatan yang tidak 

disengaja. Menurot hukum pcrdata1 seseorang itu dapat dikatakan bersalah jika ia 

telah meiakukan atau tidak: melalrukan suatu perbuatan yang sehan.Jsnya dihindarkan. 

Perbuatan yang seharosnya dilakukan atllu tidak dilakukan, tidak tedepas dari dapat 

tidaknya hal itu dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu bants diuknr secara objektif, 

artinya manusia nonnal dipat mengira-ngirakan dalam keadaan teetentu itu 

99 Mia. S. Jamalia, Perbuatan Hukum Menurut KUHPerdata, IUOlal Hukum Universitas 
Borobudur, 2001. bal. 94. 

100 M.A. Moegni Djojudihatjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1982), hal. 26, 

101 R. Wirdjono Prodjodikoro,.Perbua/an Melanggar Hulmm Dipamiang dari Sudut Huku.m 
Perdala, (Ban dung; Man dar Maju, 2000). haL 28 
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perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu juga 

harus diukur secara subjektif1 artinya orang itu dalam kedudukannya da_pat mengira­

ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. 

Gradasi kesalahan dapat dipisah-pisabkan dalam kategori yang berbeda·beda 

yaitu; 

a. Kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan 

Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesengajaan, terkait erat 

dengan pikiran pelaku atau niat dalam hati pelaku untuk menimbutkan secara 

pasti, bahwa perbuatannya akan menirnbulkan akibat tertentu seperti yang 

diinginkannya. 

b. Kesalahan yang disebabkan karena kelalaian atau kurang bati-hati 

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan, seperti yang dimaksudkan 

oleh Pasa! 1365 KUHPerdata, tetapi dipertegas kembali dalarn Pasal 1366 

KUHPerdata menyatakan: 

~·setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatiannya" 

Pasa:l 1366 KUHPerdata tersebut seolah-iJlah membedakan antara kesalahfu.~ 

dengan kelalaian atau kurang hati·hatJ, tetapi pada dasarnya keJalaian 

meru~akan salah satu gradasi dari kesalahan. Perbedaan yang mendasar dari 

kelalaian dengan kesengajaan adalah rriat dari hati pelaku. Perbuatan yang 

di1akukan dengan sengaja te1ah dapat diketahui secara pasti tentang akibat atau 

konsekueruri yang akan timbul, tetapi tidak demlkian halnya dengan kelalaian. 

Pelaku tidak berniat daiam hati menimbulkan kerugian> bahkan mungkin saja 

pelaku memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian1 tetapi tidak 

sepenuhnya berhasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilaknkan. 

Pada kesengajaan, niat atau sikap mental tidak menjadi ukuran. Kelalaian lebih 

· memperhatikan sikap lahiriah dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa 

pertbnbangan apa yang ada dalam plkirannya. 

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu keialaian1 jika memenuhi · unsur­

unsur pokok sebagai berikut: 

74 Universitas lndonesia 

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH UI, 2009



L Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan , suatu yang semestinya 

dilakukan. 

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian. 

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati·hatian tersebut 

4. Adanya kerugian bagi orang lain. 

5. Adanya hubungan sebab akihat an tara perbuatan dengan kerogian yang 

timbul.101 

Selain unsur-unsur tersebut1 perlu juga dilihat keberadaan pelakunya yang 

menyangkut antara Jain tingkat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 

keadaan fisik dan mentai pelaku, sehingga dapat mengukur tingkat kepedulian 

dari pelaku itu sendiri. 

c. Kesalahan yang dibebankan karena pertanggungjawaban (tanpa kesalahan) 

Seseorang dapat dimintai tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian 

alas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang berada dalam tanggung 

jawabnya atau kemgian yang ditimbulkan oleh binatang atau benda yang berada 

dalam tanggung jawabannya, karena itu istilah t.anggung gugat sering juga 

disebut pertanggung jawaban. 

Pasal 1367 sarnpai 1369 KUHPerdata rnengatur tanggung gugat, dan 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Ta.nggung gugat atas kesalahan orang-orang yang berada dalam tanggung 

jawabnya. 

2. Pemilik atau pengguna hewan atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan 

peliharaannya. 

3. Tanggung jawab pernilik gedung atas kerugian yang diakibatkan arobrnknya 

gedung tersebut. 

Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah memberikan perurnusan, melainkan hanya 

rnengatur tentang sesoorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan 

hukum, yang dilakukan oleh orang lain tethadap dirinya, dan ia dapat mengajnkan 

tuntutan ganti mgi pada Pengadilan Negeri.103 Barang siapa karena salah.nya sebagai 

102 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Citra Adi.lya Bakti, 2002), haL 73. 

103 M.A Moegni DjojOOiharjo, Gp. Cit., baL26. 
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akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban 
104 

membayar ganti kerugian. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) dapat dituntut 

suatu ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang bukan merupakan 
105 

wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban lainnya. 

Pelaku perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata hanya 

wajib mi::mberikan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu telah 

mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, kajian tentang hubungan sebab a.kibat 

perbuatan melawan hukum dengan kerugian rnenjadi sangat penting. Hubungan 

sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan 

perbuatan dari orang lain. 

Ganti rugi adalah suatu konsekuensi dari perbuatan kesalahan yang 

menimbulkan kerugian. Dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) bidang hukum yang 

terkait dengan ganti rugi yaitu: 

I. Ganti rugi karena wanprestasi atas kontrak 

2. Ganti rugi karena perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang tennasuk 

perbuatan melawan hukum. 

Ganti rugi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ganti rugi sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum dengan tujuan mengembalikan penderita pada 

keadaan seandainya perbuatan melawan hulcum tidak terjadi. 

Undang-undang tidak mengatur besamya ganti rugi atas perbuatan rnelawan 

hukum. Ketentuan pada Pasal 1243, Pasal 1247 dan Pasal 1250 KUHPerdata tidak 

dapat digunakan untuk menentukan .besamya ke~gian atas perbuatan melawan 

hukurn, kecuali ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang rnerniliki kemungkinan 
106 

untuk dapat diterapkan secara analogis. Bentuk kerugian pada intinya dapat 

digolongkan dalam bentuk materiil dan kerugian immaterial. 

Dari uraian tentang Perbuatan Melawan Hukum di atas, dapat dikatakan 

bahwa, jika Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UUJN (terrnasuk pelanggaran terhadap 

104lbid. 

105 MunirFuady, Op.Cic., hal. l. 

106 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hal. 255. 
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Pasal 16 ayat (I) huruf I tentang pembacaan dan penandatanganan akta) dan 

peraturan lainnya tennasuk norma-norma yang hidup di masyarakat, dimana hal 

tersebut menlmbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka Notaris te1ab rnelakukan 

Perbuatan Melawan Hukum (Pasat 1365 KUHPeniata), namun harus dengan 

keputusan dari Pengadilan. 
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BAB3 
PENUTUP 

Berdasarkan uraian _ da1am bab~bab sebelurnnya dengan menggunakan 

metodologi yang mengedepankan pengamatan yang menda]am terhadap literatur 

kepustakaan, maka berlcenaan dengan masalaha-masalah penelitian yang dikaji dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut 

3.1 Kesimpulan 

1. Penandatanganan Akta Notaris (Partij Acte) oleh para penghadap secara 

bersama-sama dan dihadapan Notaris rnerupakan syarat mutlak yang 

ditentukan dalam Pasal 16 ayat (l) huruf I dan ayat (8) UUJN, dimana jika 

tidak dipenuhi maka Al<ta Notlltis akan kehilangan olentisitasnya (akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan). kecuali ada 

halangan untuk membubuhkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan 

Pasal44 ayat (I) dan (2) UUJN (Surrogat), 

2. Pada poin 1 (saru) di atas disebutk:an bahwa akta menjadi kehllangan 

ote . .11tisitasnya ji.ka akta tidak dJtandatangani bersama oteh para penghadap 

dihadapan Notaris. Dengan demikian~ tentunya akan memberikan 

konsekuensi yuridis bagi Notaris yang bersangkutan) yang dapat berupa: 

a. Sanksi Administratif: 

Berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak: 

hormat dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tergantung kua1itas kesalahan Notaris dalam proses penandatanganan 

akta yang tidak dilakukan bersama olah para pihalc dihadapan Notaris 

(Pasal 9 ayat (I) huruf d, ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 12 huruf d Jo, 

Kepmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M,OZ,PK08JO Tahun 

2004, Pasal 35 ayat 5); 

b. Sanksi Perdata: 

Pihak. yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan 

bunga kepada Nataris yang diajukan ke Pengadi!an Negari (Pasal 84 

UUJN). Dimana yang menjadi dasar penuntutan penggantian biaya, ganti 
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rugi dan bunga tersebut adalah karena Notaris telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal l365 KUHPerdata 

(pelanggaran terhadap UUJN Pasal 16 ayat (I) huruf l dan ayat 2, serta 

Pasal 44 ayat {I) UUJN; 

c. Sank.sf Pidana: 

3.2. Saran 

Notaris juga bisa dituntut secara pidana karena telah mcmberik:an 

keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya (Pasal 242 KUH Pidana). 

Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan Notaris pada bagian 

akhlr akta yang menyatakan bahwa "segera setelah akta ini 

dibacakan ... selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi­

saksi, dan saya Notaris", dengan asumsi bahwa kata~kata "segera 

setelah" ditafsirkan sebagai «tangsung sesaat setelah" dan bukannya 

beberapa jam setelah akta tersebut dibacak:an, sedangkan dalam 

' kenyataannya akta tersebut ditandatangani beberapa jam bahkan sehari 

atau 2 (dua) hari setelah akta dibaeakan olah Notaris. Namun penafsiran 

kata~kata "segera setelah" tersebut harus dilal.."Ukan o1eh pihak yang 

berwenang. 

1. Untuk meningkatkan kine:rja Notaris dalam melaksanakan jabatannya, maka 

selain adanya pengawasan darJ Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi 

Notaris (IN!), sudah sepatutnya· Notaris secara personal dapat menj aga 

integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehagai Pejabat Publik:. 

2. Untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberik:an 

penyuluhan kepada sernua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar 

mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat tetjamin otentisitasnya (Pasal 

15 ayat (2) huruf e). 

3. Notaris seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. dalam pembuatan akta1 karena di era globalisasi, yang 

dibutuhkan adalah jaminan kepastian hukum atas sebuah akta yang sengaja 
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dibuat untuk rnembuktikan adanya suatu peristiwa hukum. Hal ini penting 

untuk dite~ankan karena ada kekhawatiran bagi Notaris, khususnya Notaris 

rekanan bank, bilamana tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan cepat 

maka akan dikeluarkan dari daftar rekanan Notaris atau meskipun masih 

terdaftar sebagai rekanan, namun tidak lagi diberikan pekerjaan dari bank 

tersebut. Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan draft akta menyebabkan 

tidak jarang Notaris menggunakan draft yang telah ada, tanpa diperiksa 

kembali, dengan tidak memperhatikan konteks situasinya, yang kemudian 

dapat menimbulkan permasalahan baru bilamana pada saat penandatanganan 

akta, hal tersebut tidak segera disadari oleh Notaris. 

4. Meskipun Notaris bukan pegawai negeri, tetapi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai pej2.bat publik, Notaris sepatutnya memperhatikan dan 

mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut 

adalah: 

1) As as persamaan; 

2) Asas kepercayaan; 

3) As as kepastian hukum; 

4) Asas kecermatan; 

5) Asas pemberian alasan; 

6) Larangan penyalahgunaan wewenang; dan 

7) Larangan bertindak sewenang-wenang. 
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